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ABSTRAKSI 

 

Jaka Mulyata, S.311308006, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor : 100/PUU-

X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah 

diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai judge made law, 

penelitian ini menelaah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 mengenai tuntutan pembayaran upah 

pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif 

yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar 

doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya dan bersifat 

preskriptif dan teknis atau terapan. Penelitian ini hanya memanfaatkan 2 (dua) 

fungsi hukum yakni fungsi menegakan keadilan hukum dan menegakan kepastian 

hukum, karena keadilan hukum dan kepastian hukum adalah dua nilai hukum 

yang sering dipersoalkan dan dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang 

berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.  

Hasil penelitian hukum ini adalah adanya pengingkaran/mengesampingkan 

nilai kepastian hukum dan terhadap hal ini justru akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum baru padahal kepastian hukum atau keadilan prosedural 

sangat dibutuhkan bagi para pihak pencari keadilan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah  menghapuskan pasal 96 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak serta merta menyelesaikan 

permasalahan dan bukan merupakan jalan keluar permasalahan,  bahkan akan 

dapat menciptakan masalah baru dalam hubungan kerja.  

 

Kata kunci : keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, hakim 
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ABSTRACT 

Jaka Mulyata, S.311308006, Legal Justice, Legal Certainty, and as a Result 

of the           Law Against Verdict The  Constitutional Court of The Republic 

Indonesia Number: 100 / PUU-X / 2012 On Judicial Review Article 96 of Law 

No. 13 of 2003 About The Manpower. 

Thesis : The Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 2015. 

Starting from the concept of the third law of the law is what was decided by 

the judge in concreto and structured as a judge made law, this study examines 

verdict of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Number 100 / PUU-

X / 2012 on judicial review of Law No. 13 of 2003 About The Manpower Article 

96 regarding lawsuits to pay the wages of workers / laborers and all payments 

arising from the employment relationship, became expires after the expiration of 

two (2) years from the onset of rights.. 

This law is a research study doctrinal or normative law is research on laws 

drafted and developed on the basis of the doctrine embraced the concept and the 

creator or the developer and prescriptive and technical or applied. This study 

utilizes only two (2) law function which is the function of enforce legal justice 

and enforce legal certainty, because legal justice and legal certainty are two legal 

values are often questioned and interpreted as the search for justice.  

The research result of this law is the denial / override the value of legal 

certainty and it would create newlegal uncertainty whereas legal certainty or 

procedural fairness that is needed for the parties seeking justice.  

The implications of this study was to abolish Article 96 of Law No. 13 of 

2003 on Manpower does not necessarily solve the problems and not a way out of 

the problem, it will even be able to create new problems in the working 

relationship. 

 

Keywords: legal justice, legal certainty, legal expediency, judge. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya konsep 

negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).  

Keberadaan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 

kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945 sangatlah diperlukan, karena 

perubahan UUD 1945 telah menyebabkan:
 1

  

1. UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di 

dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur, artinya segala 

persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD 1945 

tersebut;  

2. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan 

lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sederajat, 

serta masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai 

dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD 1945; 

3. Diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak 

warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 UUD 1945 yang terhadap 

hak-hak tersebut negara harus menghormati, melindungi atau memenuhi, 

di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya 

kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945.  

Untuk menjaga agar kehidupan ketatanegaraan secara hukum tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945, 

maka diperlukan suatu tata cara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap 

                                                           
1
 Achmad Edi Subiyanto, Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Dan Penafsir 

Konstitusi http://www.esaunggul.ac.id/article/prospek-mahkamah-konstitusi-sebagai-pengawal-

dan-penafsir-konstitusi-achmad-edi-subiyanto-s-h-m-h-3/ 
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2 

UUD 1945. Oleh karenanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian 

Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang kewenangan diberikan oleh UUD 

1945 adalah dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam 

UUD 1945 karena dari hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. 

Pada sisi lain pembangunan hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini 

adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku yang 

terlibat dibidang ketenagakerjaan yakni pengusaha dan tenaga kerjaharuslah 

berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perkembangan pembangunan 

hukum ketenagakerjaan tersebut terdapat dinamika yang menggambarkan 

bagaimana bidang ketenagakerjaan dan kompleksitasnya mewarnai sejarah 

hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pergantian kepemimpinan politik sangat 

berpengaruh besar terhadap bidang ketenagakerjaan nasional, karena orientasi 

dan latar belakang politik masing-masing pemimpin nasional satu sama lain 

berbeda sudut pandangnya khususnya terhadap pembinaan, pengembangan, 

dan pembangunan hukum ketenagakerjaan. Namun demikian,  kerangka 

utama politik hukum yakni pembinaan dan pembangunan hukum nasional 

selama sejak setelah kemerdekaan hingga saat ini mempunyai konsep dasar 

yang sama, yakni landasan ideal Pancasila dan  UUD 1945, dan berlandaskan 

politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam 

pembukaan UUD itu, dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang 

akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah 

presidensiil. 

Sebagai Negara keempat yang jumlah penduduknya  terbesar di dunia, 

Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini berada dalam proses transisi yang 

kompleks. Krisis keuangan yang menimpa Asia pada tahun 1997 telah 

memicu perubahan besar-besaran dalam kehidupan politik negara dan 

perekonomiannya. Sejak itu pemerintah telah berupaya memperkenalkan 

reformasi demokratis dan pada saat yang bersamaan berusaha mencapai 

stabilitas dan pemulihan ekonomi. Bagian dari proses transisi ini melibatkan 

upaya untuk mengembangkan suatu pendekatan baru terhadap hubungan 

industrial. Sebelum tahun 1998, sistem hubungan industrial Indonesia berada 

di bawah kendali yang ketat dari pemerintah pusat. Namun, dalam kurun 
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3 

waktu sejak itu terdapat suatu upaya untuk mengembangkan suatu 

pendekatan baru. Langkah-langkah yang diambil meliputi diratifikasinya 

Konvensi ILO no. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

terhadap Hak Berorganisasi, diperkenalkannya suatu Undang-Undang baru 

tentang Serikat Pekerja/Buruh, Undang-Undang baru tentang Tenaga Kerja, 

serta rencana penyusunan undang-undang baru tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial.
2
 

Berlakunya Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan di Indonesia membawa nuansa baru dalam upaya mencapai 

hal-hal seperti tersebut di atas, namun sejak awal keberlakuan undang-undang 

tersebut dalam perjalanannya mengalami berbagai konflik kepentingan antara 

pekerja/buruh yang diwakili oleh serikat pekerja/buruhnya dengan pengusaha 

apalagi sejak di Indonesia membentuk lembaga tinggi negara yakni 

Mahkamah Konstitusi, hal ini membawa angin segar bagi serikat 

pekerja/buruh dan anggotanya untuk melalukan judicial review terhadap 

pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menurut pekerja/buruh 

sangat merugikan baik secara materiil maupun immateriil, langsung maupun 

tidak langsung terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan eksistensi 

pekerja/buruh termasuk serikat pekerja/buruhnya di perusahaan-perusahaan 

dengan berbagai latar belakang permasalahan yang dihadapi pekerja/buruh di 

perusahaan-perusahaan dalam praktek penerapannya. 

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia memutuskan bahwa pasal 96 Pasal Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta 

                                                           
2
 Patrick Quin, Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Bersama, Sebuah Studi tentang 

Pengalaman Indonesia 1998 – 2003, Program InFocus, ILO, Jakarta, 2003,  hlm. 11. 
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memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

Hal ini sangat menarik apabila mempelajari substansi putusan MKRI 

khususnya dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut dan salah satu hakim majelis melakukan desessenting 

opinion serta akibat hukum yang akan terjadi terhadap putusan MKRI Nomor 

100/PUU-X/2012 tersebut akan berdampak terhadap  penerapan bagi para 

pelaku dan praktisi Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan dengan adanya putusan MKRI Nomor 

100/PUU-X/2012 tersebut dapat merubah situasi dan kondisi dalam 

pelaksanaan penerapannya khususnya dalam hal ini Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial lebih khusus lagi Pengadilan Hubungan 

Industrial dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut pasal 96 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

Putusan hakim sangat penting bagi beberapa orang, terutama bagi 

seorang yang bersengketa dalam suatu proses persidangan, karena dengan 

adanya putusan hakim inilah nasib seorang yang bersengketa terdakwa 

ditentukan melalui putusan yang mengandung hukuman. Keluhan-keluhan 

terhadap putusan hakim yang sekarang ini terjadi, sangat banyak 

diperdebatkan dalam masyarakat. Dewasa ini banyak pendapat yang 

menyatakan bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan atau 

putusan-putusan yang “kontroversial”.  

Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek:
3
 

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai 

bagian dari proses kontrol sosial;  

                                                           
3
 Fence M. Wantu,  Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam 

Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012 
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2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan 

pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga 

negara;  

3. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan 

hukum dengan kenyataan di lapangan;  

4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum 

dan perubahan sosial,  

5. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; 

6. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para 

pihak yang berperkara dan masyarakat.  

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. 

Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari 

keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat 

memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan.  

Putusan hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum 

yakni didalamnya mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan 

bermanfaat bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat 

yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga putusan 

hakim harus bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan 

pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara. 

Untuk memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum 

bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan 

antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah 

ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan 

karena, di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-

undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan 

yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang 

berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian 

hukum  tidak akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum.  

Oleh karena hal tersebut di atas, putusan MKRI tersebut dapat dikaji 

melalui pendekatan 3 (tiga) tujuan dasar hukum tersebut, namun karena yang 

paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum 
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dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum 

dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa 

mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya 

mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat 

maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum  tidak akan bisa tercapai seperti 

apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri maka penulis akan mencermati dan 

mengkaji 2 (dua) tujuan dasar hukum yakni keadilan dan kepastian hukum 

yang mendasarkan kajian pada teori hukum dan asas hukum yang 

berkembang saat ini, untuk itulah maka penulis mengambil dan mengangkat 

judul tesis ini untuk menganalisis secara yuridis dan bersifat akademis 

keilmuan putusan MKRI tersebut yakni: “KEADILAN, KEPASTIAN, DAN 

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA  NOMOR : 100/PUU-X/2012 TENTANG 

JUDICIAL REVIEW PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR : 13 

TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”. 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang atau isu hukum di atas penulis akan 

merumuskan masalah. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral didalam 

penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian 

lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam penelitian 

hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian 

hukum.
4
 Rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah keadilan 1. hukum putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa 

pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat? 

2. Bagamanakah kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah 

tidak mempunyai kekuatan mengikat? 

                                                           
4
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 95. 
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3. Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat? 

C. Tujuan Penelitian. 

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan 

esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian 

tersebut dilakukan, baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk 

penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian 

tersebut. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, 

preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan 

mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan 

bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh 

karena itulah, yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas 

hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari 

argumen baru itulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan 

merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.
5
 Penelitian preskripsi 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

tertentu.
6
 

Dengan demikian maka tujuan yang hendak dicapai penelitian hukum ini 

tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan 

tersebut untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan dalam 

penulisan penelitian  ini adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan Obyektif. 

a. Untuk mengetahui mengenai keadilan dan kepastian hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan 

bahwa pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 251. 

6
 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 

Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 6. 
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b. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pasal 96 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak 

mempunyai kekuatan mengikat. 

2. Tujuan Subyektif. 

a. Untuk memperluas dan menambah wawasan hukum penulis dalam 

bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) terutama yang berkaitan 

dengan Hukum Ketenagakerjaan khususnya terhadap perlindungan 

hukum pekerja dan pengusaha setelah adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.  

b. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang 

diperoleh penulis selama masa perkuliahan dalam mendukung 

penulisan hukum ini khususnya konsep-konsep dan teori-teori 

tentang kepastian hukum dan keadilan hukum. 

D. Manfaat Penelitian. 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian hukum diharapkan memberikan 

suatu manfaat yang berguna bagi semua pihak. Penulis berharap bahwa 

kegiatan penelitian hukum ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, orang lain, 

dan juga bagi bidang Ilmu Hukum yang diteliti. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian hukum ini adalah:   

1. Manfaat Teoritis. 

a. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum 

pada umumnya dan Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya.  

b. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan referensi 

tambahan di bidang Hukum Ketenagakerjaan khususnya mengenai 

kepastian hukum dan keadilan hukum terhadap perlindungan hukum 

tenaga kerja dan pengusaha. 

c. Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat dipakai sebagai bahan 

dasar dan bahan tambahan untuk mengadakan penelitian hukum 

sejenis untuk tahap selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis. 

a. Hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan 

yang terkait konsep-konsep dan teori-teori kepastian hukum dan 

keadilan hukum yang berhubungan dengan perlindungan 

buruh/tenaga kerja dengan permasalahan yang dikaji.  

b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran 

hukum sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang 

diperoleh penulis selama masa kuliah. 

Hasil penelitian ini diharapkan juga selain dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum 

bidang hukum ketenagakerjaan, diharapkan juga dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan tambahan wacana pembahasan dalam sebuah 

kajian kepada para akademisi, para pengamat dan pengajar hukum 

ketenagakerjaan di perguruan tinggi, pelaku dunia usaha khususnya APINDO 

dan Serikat Pekerja (SP), instansi pemerintah pusat dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya, Instansi Pemerintah di daerah 

dalam hal ini juajaran Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi/Daerah 

Istimewa/Kabupaten/Kota pada umumnya dan khususnya Para Petugas 

Pengawas Ketenagakerjaan dan Para Mediator Perselisihan Hubungan 

Industrial Ketenagakerjaan. Terlebih lagi kepada Para Konsiliator dan Para 

Arbiter bidang Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, Para 

Hakim Kasasi bidang perdata khusus Peradilan Hubungan Industrial di MA 

dan Para Hakim Peradilan Hubungan Industrial pada di tingkat Pengadilan 

Negeri, dan tentu saja para mahasiswa yang mempelajari hukum 

ketenagakerjaan khsusunya di Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori. 

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat 

dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan 

menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah 

merupakan landasan teori yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari 

jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini. 

1. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch. 

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga 

seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu 

Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. 

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, 

tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk 

mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya 

sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat 

dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda 

tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan 

relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari 

cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. 

Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang 

tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi 

pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya 

kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum 

itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau 

keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus 

diputuskan oleh sistem politik .
7
 

                                                           
7
 W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan 

Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II ), Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, halaman 42-45 
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Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan (Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, 

Zweckmäßigkeit)  adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di 

ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu 

dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian 

hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh 

jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, 

sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan 

komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, 

keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana 

diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator 

dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara 

pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law.  Jadi, pada konteks 

ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru 

bersandingan.
8
 

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. 

Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah 

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai 

sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang 

berkeadilan.
9
 

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa 

kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada 

tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada 

lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch 

kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.
10

 

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman 

pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum 

tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, 

                                                           
8
 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi 

Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
9
 Ibid, hlm. 3. 

10
 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. 
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meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing 

nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, 

sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan 

menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut 

(Spannungsverhältnis).
11

 

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas 

Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. 

Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. 

Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif 

bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan 

sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada 

keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena 

keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa 

keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.
12

 

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan 

perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan 

hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum 

sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan 

begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, 

pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, 

asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan 

dengan urutan sebagai berikut: 

a. Keadilan Hukum; 

b. Kemanfaatan Hukum; 

c. Kepastian Hukum. 

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka 

sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.
13

 

                                                           
11

http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85

485ea76ed077341cd654fb 
12

 Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., 

http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c

85485ea76ed077341cd654fb 
13

 Tujuan Hukum. http://statushukum.com/tujuan-hukum.html 
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Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan 

kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang 

lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut 

Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang 

tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan 

membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang 

pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut
14

 di atas 

dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.  

Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang 

pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi 

hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban 

melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingankepentingan 

yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang 

memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan 

dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan 

tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.
15

 

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah.  

Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan 

kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan 

kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-

ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai 

landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan 

kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita 

inginkan.  Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita 

ingini.  Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, 

keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.
16

 

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian 

hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera 

menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada 

                                                           
14

 Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat 

di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 3. 
15

 Ibid, hlm 4. 
16

 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan 

Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20. 
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14 

nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan 

itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di 

luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih 

cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia 

akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena 

yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum 

tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya 

jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia 

akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan 

tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, 

disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai 

dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus 

dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat 

mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang 

dan selaras antara ketiga nilai tersebut.
17

 

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan 

bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. 

Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan 

hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.  

1. Teori Keadilan Hukum. 

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang 

beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota 

masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan 

yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan 

kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu 

tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang 

diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan 

sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk 

mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus 

                                                           
17

 Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum,  

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-

kepastian_7121.html 
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ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai 

dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.
18

 

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun 

demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan 

hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas 

proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. 

Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat 

dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir 

sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam 

masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis 

yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.
19

 

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada 

tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi 

haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama 

kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan 

yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus 

mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri 

dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim 

dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu 

mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat 

berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala 

memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang 

dihadapi.
20

 

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap 

dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan 

perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan 

sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap 

ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa 

orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum 

                                                           
18

 Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan 

pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai 

HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009. 
19

 Moh. Mahfud MD, Ibid. 
20

 Fence M. Wantu, Loc. Cit.  . 
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(unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang 

yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) 

dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, 

maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai 

dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum 

adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, 

semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan 

mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan 

sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, 

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai 

salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah 

suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan 

keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. 

Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat 

menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di 

singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau 

berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, 

berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran 

filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat 

yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum 

Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu 

yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental 

merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh 

dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian 

ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi 

pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang 

sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah 

satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam 

kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius 

sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan 

memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, 

hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir 
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bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan 

kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, 

namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan 

manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan 

hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Mensikapi adanya beberapa permasalahan (baca: kasus) hukum yang 

terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam 

beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan 

bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat 

dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan 

hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga 

diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan 

menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat 

membangun hukum yang sebenarnya.
21

  

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch 

menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, 

nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. 

Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus 

konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum 

positif yang bermartabat.
22

 

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok 

ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif 

berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi 

unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah 

aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan 

hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut 

peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan 

dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang 

terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang 

                                                           
21

 Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika 

Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011. 
22

 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta 

Publishing. 2014, hlm 74. 
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dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, 

maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun 

nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah 

kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. 

Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka 

akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, 

dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai 

tersebut.
23

 

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis 

yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai 

keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah 

orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.
24

  

Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti 

dipahami dalam penngertian kesamaan. Namun ia membagi 

kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik 

melahirkan prinsip: ”semua orang sederajat di depan hukum”. 

Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: ”memberi 

tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan 

berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan 

lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan 

distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. 

Sedangkan keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan 

sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan 

dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi
25

 

yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan 

dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si 

pelaku.
26

 Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun 

                                                           
23

  LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan 

Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah). 

http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html 
24

 Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

Yogyakarta: Genta Publishing. 2013, hlm. 42. 
25

 Ibid, hlm. 42 
26

 Ibid, hlm. 43 
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kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum 

untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa 

pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukum harus memperbaiki 

kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan 

keuntungan yang tidak sah.
27

 

Untuk menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu 

kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh 

Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas 

Aquinas mengemukan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif 

(iustitia distributiva) dan keadilan komulatif (iustitia commutativa). 

Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian 

persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan 

mengandung: “hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang 

tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”. Tampaknya 

prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran ius suum 

cuique tribuere
28

 karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah 

perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya 

bersangkutan
29

 paut dengan apa yang menjadi hak sesorang yang 

lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.
30

 

Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu 

keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara 

manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch 

mengemukan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan 

yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai 

wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.
31

 Untuk 

melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi 

                                                           
27

 Ibid, hlm. 43. 
28

 Peter Mahmud  Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada 

buku Aristoteles yang berjudul Rhethorica, yang oleh orang Romawi diterjemahkan  ke dalam 

bahasa latin ius suum cuique tribuere atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapat 

bagiannya”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak 

berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki,Pengantar Ilmu 

Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 151. 
29

 Ibid. hlm. 151. 
30

 Ibid, hlm. 152. 
31

 Ibid. hlm. 152. 
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yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau 

kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-

sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap 

yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip 

proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, 

prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau 

kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat 

terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi 

telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia 

nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat 

bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari 

keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-

undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan 

pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan 

yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.
32

 

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang 

pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa 

prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang 

di
33

 perlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama; 

persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu 

yang telah terbentuk. Akhirnya, Radbruch bahwa keadilan distributif 

hanya bersangkut paut dengan hubungan di antara manusia bukan 

jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan 

distributif tidak bersangkut paut dengan pemidanaan, misalnya 

apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai 

mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus 

dipenjarakan.
34

 

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan 

komutatif terdapat pada hubungan  yang bersifat koordinatif di 

antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan 

                                                           
32

 Ibid, hlm. 152. 
33

 Ibid, hlm. 152. 
34

 Ibid, hlm. 153. 
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adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh 

keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja 

dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan 

komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam 

hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, 

persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan 

keseimbangan.
35

 

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan 

persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukan olehnya, yaitu 

kedailan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih 

lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan 

adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep ius suum 

cuique tribuere yang artinya memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali 

dikemukan oleh Ulpianus dan berbunyi: Iustitia est perpetua et 

constans voluntas ius suum
36

 cuiquni tribuendi, yang kalau 

diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang 

terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang 

menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus 

berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan 

komutatif.
37

 

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut 

Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. 

Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) 

juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, 

keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. 

Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.
38

 

Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam 

hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan 
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finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan 

terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, 

menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup 

manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.
39

 

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan 

harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan 

(Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan 

(Zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim 

harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, 

sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas 

dan memenuhi harapan para pencari keadilan.
40

 

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. 

Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam 

kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan 

dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar 

kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga 

soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi 

kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai 

kemanusiaan).
41

 

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban 

nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif 

bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum 

positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi 

unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas 

menjadi hukum.
42

 

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan 

oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat 

dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan 
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adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian 

hukum.
43

 

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi 

juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal 

tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch 

menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala 

aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum 

menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini 

diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan 

pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.
44

 

Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. 

Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan 

dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik 

jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah 

sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka 

faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang 

antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara 

keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi 

benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami 

adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil 

sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui 

putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain 

pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan 

diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang 

tersebut telah ketinggalan zaman. Maka penerapan keadilan dalam 

pembuatan putusan  bukanlah hal mudah untuk dilakukan. 

Paradigma berpikir hakim juga lebih condong pada mendasarkan diri 

pada filsafat positivisme hukum. Melihat dari sudut pandang ini 

tujuan utama hukum menjadi bukan keadilan melainkan kepastian. 
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Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran 

kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan 

pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih 

beranggapan putusan hakim yang ada masih kaku dengan dengan 

bunyi aturan dalam undang-undang. Keadilan adalah hak asasi yang 

harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu 

mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini 

akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda 

untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim 

membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan 

berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika 

kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai 

keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. 

Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit 

untuk ditegakkan secara bersama.
45

 

2. Teori Kepastian Hukum. 

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat 

dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk 

nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan 

hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 

melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat 

memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan 

hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip 

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.
46

 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan 
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sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri 

disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.
47

 

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu 

sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. 

Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan 

sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis 

minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat 

diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat 

diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. 

Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, 

kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.
48

 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada 

kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku 

dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila 

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan 

dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan 

kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang 

bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. 

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang 

dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif dalam kehidupan masyarakat.
49

 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan 

sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri 

disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara 

historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan 
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perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan 

pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.
50

 

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam 

hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. 

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian 

sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat.
51

 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.
52

 

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum 

merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, 

kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor 

yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan 

seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah 

dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala 

bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk 

yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum 

lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. 

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia 

secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan 

dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan 
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untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun 

lalu.
53

 

Perkembangan pemikiran manusia modern yang disangga oleh 

rasionalisme yang dikumandangkan Rene Descarte (cogito ergo 

sum), fundamentalisme mekanika yang dikabarkan oleh Isaac 

Newton serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis 

Bacon menjadikan sekomponen manusia di Eropa menjadi orbit dari 

peradaban baru. Pengaruh pemikiran mereka terhadap hukum pada 

abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan 

ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan 

bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati 

ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia 

menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan 

terukur secara kuantitatif dari hukum-hukum yang terjadi karena 

pelanggarannya. Pandangan mekanika dalam hukum tidak hanya 

menghilangkan kemanusiaan dihadapan hukum dengan 

menggantikan manusia sebagai sekrup, mor atau gerigi, tetapi juga 

menjauhkan antara apa yang ada dalam idealitas aturan hukum 

dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Idealitas aturan hukum 

tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar, demikian pula 

dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu 

tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata law and order 

menyisakan kesenjangan antara tertib hukum dengan ketertiban 

sosial. Law and order kemudian hanya cukup untuk the order of law, 

bukan the order by the law (ctt: law dalam pengertian 

peraturan/legal). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan 

hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai 

dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu 

menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-

benar. Demikian juga dengan mekanika Newton. Bahkan Mekanika 

Newton pun sudah dua kali dihantukkan dalam perkembangan ilmu 
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alam itu sendiri, yaitu Teori Relativitas dari Einstein dan Fisika 

Kuantum.
54

 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang 

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif 

itu adalah perundang-undangan.  

- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya 

didasarkan pada kenyataan.  

- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas 

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping 

mudah dilaksanakan.  

- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya 

bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus 

dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka 

menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur 

kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu 

ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
55

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah 

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut 

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan 

keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum 

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, 

sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum 

sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan 

bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian 

hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai 

                                                           
54

 Ibid, Yance Arizona. 
55

 Op. Cit., Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. Op. Cit. 

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

29 

relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian 

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang 

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai 

suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai 

kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung 

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan 

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. 

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu 

ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh 

kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian 

hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung 

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan 

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak 

dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya 

masyarakat yang ada.
56

 

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim 

merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang 

relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. 

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar 

untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang 

terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili 

secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang 

mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini 

disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan 
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perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan 

dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.
57

 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki 

aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
58

 

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan 

hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin.  Doktrin kepastian 

hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum 

untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga 

ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama 

untuk kasus yang sama.  Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli 

hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak 

menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang 

norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.  Demi kepatuhan, 

hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara 

murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu 

perkara.  Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-

pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; 

seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, 

keyakinan pribadi, atau apapun lainnya.  Diyakini orang, bahwa 

dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu 

institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya 

kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di 

dalamnya.
59
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Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka 

kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, 

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan 

dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam 

masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat 

memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu 

dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi 

sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu 

negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, 

tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang 

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai 

dengan budaya masyarakat yang ada.
60

 

B. Kerangka Berpikir 

Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai kewenangan yang 

tercantum dalam pasal 24C yakni menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar atau pengujian konstitusionalitas. Melalui putusan pada tingkat 

pertama dan terakhir serta bersifat final MKRI, putusan MKRI tersebut hadir 

untuk memenuhi hasrat para pencari keadilan dan pencari kepastian hukum.  

Dalam penelitian ini melalui putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012, 

MKRI menguji konstitusionalitas Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: “Tuntutan pembayaran 

upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 

sejak timbulnya hak”. Oleh karena putusan MKRI putusan pada tingkat 

pertama dan terakhir serta bersifat final dan melalui putusan tersebut 

dinyatakan bahwa pasal 96  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan mengikat artinya pasal 96 

tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi muncul berbagai kajian tentang 

keadilan, kepastian, dan akibat hukum putusan tersebut. 
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Berdasarkan dan dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian 

hukum penelitian ini berusaha mengkaji dan menjawab bagaimanakah 

keadilan dan kepastian hukum dari putusan MKRI tersebut dan apakah akibat 

hukumnya, sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat menemukan 

jawaban keadilan, kepastian, dan akibat hukumnya dari putusan MKRI 

tersebut berdasarkan nilai keadilan dan kepastian hukum dari sang 

pengkonsep teori. Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan apa yang 

seyogyanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan 

ini. Gambar kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Berpikir. 

C. Penelitian Yang Relevan. 

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Penelitian Heny Fitri Khumaidah, Rachmad Budiono, Ratih Dheviana 

Puru H.T., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Implikasi Yuridis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas 

Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketengakerjaan 

Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja”. 

PASAL 24C UUD 1945 

KEWENANGAN 
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PASAL 51 UU MK 24/2003 
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  UU. NO.: 13/2003 TTG 

KETENAGAKERJAAN PASAL 96 
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PASAL 28D AYAT 2 UUD 1945 

PUTUSAN MKRI NO.: 100/PUU-X/2012 

(JUDICIAL REVIEW) 

AKIBAT HUKUM 

PUTUSAN MKRI 
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PUTUSAN MKRI 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implikasi 

Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 Atas 

Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran 

Upah Pekerja? 

2. Penelitian dari Megafury Apriandhini, Program Studi Magister Hukum 

Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2011, 

dengan judul “Kesesuaian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terkait 

Dengan Pemeriksaan dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 

Daerah dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apakah Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 dalam kaitannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 24C Undang-

Undang Dasar 1945?. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian.  

Soerjono Soekanto mendefinisikan, penelitian merupakan kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan 

menganalisa.
61

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam 

ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, 

penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. 
62

 

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:
 63

  

1. Mengidentifaksi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;  

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan nonhukum;  

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan;  

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum;  

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam keseimpulan.  

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang 

bersifat presrkiptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu 

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu 

terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 

rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah 

langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian hukum 

untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis. 

                                                           
61

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 60. 
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 Ibid, hlm. 212. 
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Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, terdapat lima konsep hukum, 

yaitu:
64

 

I. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 

berlaku universal. 

II. Hukum adalah norma-norma hukum positif didalam sistem perundang-

undangan hukum nasional. 

III. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan 

tersistemasi sebagai judge made law. 

IV. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 

sebagai variabel sosial empirik. 

V. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 

sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.  

Konsep Pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai konsep normatif. 

Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan 

dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma 

yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eskplisit dan secara positif 

telah terumus jelas (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya, dan juga 

yang berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (judgements) 

pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan 

terwujudnya
65

 kemanfaatannya dan kemashlahatan bagi para pihak yang 

berperkara.
66

 

Konsep keempat dan kelima bukan merupakan konsep normatif 

melainkan suatu yang nomologik. Hukum disini bukan dikonsepkan sebagai 

rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan 

interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap 

perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam 

pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan 

atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini 
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 Setiono, Op. Cit., hlm. 20. 
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 Ibid, hlm. 21. 
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dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau 

penelitian yang doktrinal.
67

 

Dalam hal ini penelitian menggunakan konsep hukum yang III, hukum 

adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai 

judge made law. 

Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa setiap penelitian selalu 

diawali dengan upaya menegaskan dulu konsep dan/atau definisi objek atau 

objek-objek yang akan diteliti (alias yang "misteri"nya akan diungkap dengan 

jalan mencari jawaban kejelasan-kejelasannya). Penegasan konsep 

dimaksudkan agar orang tidak sampai salah memilih cara atau metode 

penelitian/pencariannya, suatu kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-

kebenaran yang telah diperoleh melalui penelitian/pencariannya, suatu 

kesalahan yang akan menyebabkan kebenaran-kebenaran yang telah diperoleh 

melalui penelitian itu sekalipun akurat dan berketerandalan tidak "laku" lagi 

(alias tidak sahih atau tidak valid) untuk menjawab masalah yang tengah 

diajukan. Peringatan tentang hal itu amat perlu untuk diperhatikan, khususnya 

dalam penelitian sosial dan lebih khusus lagi di dalam penelitian-penelitian 

hukum, mengingat kenyataan bahwa dalam ilmu dan kajian kedua bidang 

ilmu itu orang lebih banyak membicarakan objek-objek yang tidak berwujud 

materi yang empiris dan kasat mata, melainkan berupa fenomena-fenomena 

yang eksistensinya berada di suatu alam abstrak yang dibangun lewat 

konstruksi-konstruksi rasional.
68

 

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian 

doktrinal dan penelitian nondoktrinal. Penulis dalam hal ini melakukan 

penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum yuridis 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan.  

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang 

dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang 

pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.Di Indonesia, metode doktrinal ini 

terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk 
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 Ibid, hlm. 22.  
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 Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., hlm. 62. 
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melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris 

(yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).
69

 

B. Sifat Penelitian. 

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai 

ilmu yang bersifat perskiptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-

nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

norma hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak 

mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. 

Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan bahwa penelitian ini 

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu- rambu dalam 

melaksanakan suatu aturan hukum.  

C. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum 

adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).
70

   Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan 

kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.
71

 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu 

dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.
72

 Di dalam 

hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut 

dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”
73

 

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak 
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 Ibid, hlm. 63. 
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 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 133. 
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 Ibid, hlm. 134. 
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ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
74

 Pendekatan konseptual 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin
75

 di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi.
76

 

D. Sumber-sumber Informasi Penelitian. 

Tentang sumber-sumber ini, orang dapat membedakannya menjadi dua, 

yaitu sumber penyedia pengetahuan yang siap pakai dan sumber yang cuma 

menyediakan materi-materi mentah (data), yang masih harus diolah terlebih 

dahulu melalui metode tertentu, sebelum bisa menghasilkan pengetahuan 

yang bisa dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan. Sumber utama 

yang sering banyak dikenal oleh mereka yang pemula atau awam adalah para 

guru, atau tokoh-tokoh berwibawa lain yang dipandang serba tahu dan 

mahatahu. Mereka yang pemula dan awam ini tinggal bertanya saja secara 

langsung apa yang tak mereka ketahui. Pengetahuan yang mereka peroleh 

menurut dan lewat cara ini umumnya dapat diduga adalah juga pengetahuan-

pengetahuan hasil olahan yang “telah jadi dan telah disiapkan” (atau yang 

disebut parate kennis dalam bahasa Belanda).
77

 

Sumber lain dengan cara yang memerlukan motivasi dan aktivitas 

pencari pengetahuan yang sedikit lebih besaradalah pencarian jawab untuk 

mengatasi ketidaktahuan lewat cara mencari dan membaca buku-buku 

referensi atau buku-buku teks (yang umumnya juga ditunjukkan oleh guru). 

Mencari dan membaca buku untuk menelusuri informasi-informasi yang 

termuat di dalamnya, untuk kemudian juga menseleksi mana yang akan 

diperlukan, merupakan kegiatan yang lebih bersifat individual, dan karena itu 
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juga jelas memerlukan ketekunan yang lebih bersifat pribadi. Sekalipun 

pengetahuan yang diperoleh di sini adalah pengetahuan yang umumnya juga 

bersifat siap pakai, namun berbeda dengan cara bertanya langsung mencari 

informasi dari sumber-sumber pustaka akan memberikan kesempatan kepada 

para pencari informasi ini untuk membuktikan kemandiriannya, menguji 

ketekunannya, mengembangkan imanjinasinya di dalam abstracto, dan 

merasakan kepuasan, buah hasil suatu self-achievements.
78

 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 

penelitian yang  berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan 

sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.
79

 

E. Sumber-Sumber Bahan Penelitian. 

Ada dua macam sumber yang dikenal. Yang pertama disebut sumber 

hukum formil (yang didalam kepustakaan ilmu hukum berbahas Belanda, 

yang masih dikenal dari masa lalu, disebut formele rechtsbron), dan yang 

kedua disebut sumber hukum materiil (yang didalam kepustakaan ilmu 

hukum berbahas Belanda, yang masih dikenal dari masa lalu, disebut materiel 

rechtsbron). Perlu diperhatikan disini, bahwa kualifikasi “formil” dan 

“materiil” disini merujuk ke sumber hukumnya dan hukumnya. Maka, untuk 

tidak
80

 menimbulkan salah paham, di dalam bahasa Indonesia, istilah formele 

rechtsbron dan materiel rechtsbron itu sering diterjemahkan pula dengan 
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menaruh kata “yang” sesudah kata terjemahan rechtsbron, sehingga diperoleh 

istilah terjemahan “sumber hukum yang formil” dan “sumber hukum yang 

materiil”.
81

 

Bahwa sumber hukum adalah seluruh koleksi bahan-bahan hukum, maka, 

bersejajar dengan pembedaan sumber hukum antara yang formil dan yang 

materiil, apa yang disebut bahan-bahan hukum itupun dibedakan antara yang 

primer dan yang sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam 

sumber hukum yang formil disebut “bahan-bahan hukum yang primer”, 

sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang 

materiil disebut “bahan-bahan hukum yang sekunder.
82

 

1. Bahan Hukum Primer. 

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang 

dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, 

dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan 

diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula 

oleh aparat negara. Diseranaikan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk 

bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk 

badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang (mulai 

dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, 

sampaipun ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Pelaksanaan). 

Produk hukum yang dibuat dan dimaklumatkan oleh badan eksekutif, 

seperti misalnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang secara 

khsusus disebut “peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

disingkat perpu), dan
83

 peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, 

baik yang ditingkat pusat (semisal Keppres dan Kepmen), maupun yang 

diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah, akan 

dimasukkan pula dalam klasifikasi “bahan hukum primer” ini.
84
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Masih termasuk ke dalam pengertian bahan hukum primer ini adalah 

juga seluruh amar putusan badan yudisial.
85

 Inilah produk berbagai badan 

peradilan dari yang tingkat pertama sampaipun ke tingkat-tingkat yang 

lebih tinggi, dari yang berstatus sebagai pengadilan umum, sampaipun ke 

yang berstatus khusus seperti pengadilan agama, pengadilan tata usaha 

negara, dan pula pengadilan militer.
86

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka bahan-bahan hukum 

primer dalam penelitian hukum ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia.  

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

d. Putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 96. 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan-bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang 

hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun, 

berbeda dengan bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang 

sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum 

positif.
87

 Dikatakan dalam kalimat negatif, termasuk ke dalam bilangan 

“bahan hukum sekunder” yang berfungsi sebagai sumber hukum yang 

matriil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan 

permasalahan hukum, namun yang tidak dapat dibilangkan sebagai 

aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai 

produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif, dan/atau administrasi 

negara. 
88

 

Diseranaikan secara lebih rinci, yang terbilang bahan hukum 

sekunder ini antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum (baik 

yang doktrinal maupun yang non-doktrinal), berbagai jurnal hukum yang 
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memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap 

berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, 

notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini 

hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan-terbitan lain 

yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, 

deklarasi-deklarasi, dan masih banyak ragam terbitan lain. Dalam era 

elektronik dewasa ini, bahan-bahan hukum sekunder ini, dan tak jarang 

sebenarnya juga bahan-bahan hukum yang primer, acapkali tak cuma 

diakses dalam bentuknya yang cetakan, akan tetapi juga dapat ditelusuri 

lewat situs-situs internet ke koleksinya yang berada di dunia maya.
89

 

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku 

hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum
90

 dan jurnal-jurnal 

hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-

komentar atau putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder 

adalah memberi kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana 

peneliti melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel 

hukum yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak 

diteliti.
91

 

3. Bahan Hukum Tertier. 

Sementara itu,beberapa penulis metode penelitian hukum normatif-

doktrinal menyebut masih adanya bahan hukum lainnya, di luar bahan-

bahan hukum yang primer dan sekunder itu, yang mereka namakan 

“bahan hukum tertier”. Adapun, yang mereka maksudkan dengan bahan 

hukum tertier ini ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus 

hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya. 

Akan tetapi banyak pula yang menyatakan bahwa apa yang disebut bahan 

hukum tertier itu sebenarnya bukan bahan hukum dalam arti sebenarnya, 

karena bahan-bahan yang termuat disitu tidaklah berhakikat sebagai 

bahan hukum yang dalam kualifikasinya bahan yang primer formil 
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maupun yang sekunder yang akan dapat difungsikan sebagai dasar 

hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan 

hukum.
92

 

F. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan 

hukum yaitu: 

1. Studi Kepustakaan (Library Reasearch). 

Dalam studi kepustakaan ini peniliti mengkaji dan mempelajari 

buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang 

ada hubungannya dengan masalah penelitian hukum ini. 

2. Cyber Media. 

Pengumpulan data melalui internet dengan cara download berbagai 

artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judicial review 

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.   

G. Teknik Analisis Data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi. Metode 

deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan 

premis minor. Deduksi yang dikenal juga sebagai logika matematika ini 

terdiri dari tiga premis: yang umum (mayor), yang khusus (minor) dan dan 

yang simpulan (konklusi). Apabila “semua manusia mesti mati” (premis 

mayor), dan “Socrates adalah manusia” (premis minor), maka “Socrates mesti 

mati” (premis konklusi).
93

 

Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 

conclusion. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum 

bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga nonhukum 

sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab 

isu yang diajukan.
94
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

M. Tinjauan Umum Kasus. 

Untuk kali kesekian, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 

untuk seluruhnya uji materi UU Ketenagakerjaan. Perkara ini diajukan oleh 

Marten Boiliu, bekas satpam PT. Sandhy Putra Makmur yang mempersoalkan 

ketentuan Pasal 96 yang menentukan bahwa tuntutan pembayaran upah 

pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja 

menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

timbulnya hak. Marten berargumen, aturan kedaluwarsa mengakibatkan 

dirinya tidak dapat melakukan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan, 

dan uang penggantian hak. Aturan kedaluwarsa dalam menuntut hak perkerja 

ini mendiskriminasi dan memperlakukan Martin tidak adil dan melepaskan 

kewajiban perusahaan di tempat Martin bekerja untuk membayar kekurangan 

upah/gaji kepadanya. Atas permohonan ini, MK berpendapat bahwa 

UndangUndang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi menentukan tiaptiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Hak ini akan terpenuhi apabila terdapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan ketenagakerjaan 

memang tidak dapat disamakan dengan hubungan keperdataan. Karena 

hubungan ketenagakerjaan, di sana menyangkut kepentingan lebih luas, yakni 

ribuan buruh sebagai kepentingan publik, bahkan demi kepentingan negara 

mengharuskan negara mengatur dan melindungi secara adil. Martin dalam hal 

ini sebagai pemilik hak menuntut pembayaran upah dan hak yang timbul 

karena prestasi kerja. Prestasi kerja laksana hak kebendaan juga, memerlukan 

perlindungan selama pemilik hak tidak menyatakan melepaskan hak tersebut. 

Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan 

hak yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang 

merugikan pemberi kerja dan siapapun tidak boleh mengambil hak pekerja 

secara sewenang-wenang. Karenanya, MK menganggap ketentuan 

kedaluwarsa dalam menuntut hak pekerja upah dan segala pembayaran yang 

timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu. 
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Pada Kamis, 9 September 2013, MK menyatakan tidak mengikat Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan yang memberlakukan kedaluwarsa untuk menuntut hak 

pekerja yang di-PHK.
95

 

N. Norma-Norma Yang Diujikan.  

1. Norma materiil, norma yang diujikan adalah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 96 : 

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran Yang 

timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah Melampaui 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

2. Norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma yang 

dijadikan sebagai penguji, yaitu pasal 28D ayat (2): 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan didasarkan dan  menitikberatkan pada permasalahan apakah 

dengan adanya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 

menyatakan bahwa, “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.”, 

mengakibatkan tidak dapat melakukan tuntutan mengenai uang pesangon, 

uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 163 5 

ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga akan 

mengalami/merasakan secara langsung dampak kerugian yang diakibatkan 

oleh/dari adanya ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan UUD 

1945.  

Hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya menganut dua sumber hukum 

yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir 

menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata dan sumber hukum 
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heteronom meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan 

perundang-undangan lainnya. Terhadap KUHPerdata dan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan berlaku asas hukum lex specialisderogat lex generalis yaitu 

Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang 

bersifat umum. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam lex specialis 

berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam lex generalis.  

Sebagaimana undang-undang lainnya dibuat dan dibentuk adalah untuk 

melindungi orang atau segolongan orang yang lemah dalam hal ini 

pekerja/buruh, sebagaimana pula tujuan atau semangat dari Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat dan dibentuk dapat 

dilihat dalam penjelasannyayang menyatakan bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak 

dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan adalah untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 

serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Dalam hal ini pemohon judicial review menyatakan bahwa adanya 

Pasal 96 UU Ketenagakerjaan menunjukkan suatu kecenderungan lebih 

menguntungkan kepentingan pengusaha yang dibungkus rapih dengan 

perlindungan kepada pekerja/buruh, ibaratnya “lain di bibir lain di hati”, 

artinya di bibir UU Ketenagakerjaan menyatakan melindungi pekerja/buruh 

tetapi di dalam tindakan merugikan pekerja/buruh dengan adanya 

norma/ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pemohon judicial review menganggap hak 

konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketangakerjaan.  

Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang 

diatur dalam UUD 1945, beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan 

hak-hak konstitusional Pemohon judicial review, yaitu:  
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Pasal 27 ayat (2):  

Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 28D ayat (1):  

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Pasal 28D ayat (2):  

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Pasal 28I ayat (2): 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat diskriminatif itu. 

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan 5 (lima) syarat mengenai 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 

yaitu sebagai berikut:  

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945;  

2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 

3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik 

dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  

4. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagi terjadi. 
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1. Keadilan Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012 

MK dengan alasan hak pemohon menuntut pembayaran upah pekerja dan 

segala hak yang timbul dari hubungan kerja karena pemohon telah melakukan 

pengorbanan berupa prestasi kerja. Sama halnya dengan hak kepemilikan 

benda, dalam hal ini hak kebendaan itu berwujud pekerjaan, sehingga 

memerlukan adanya perlindungan selama si pemilik hak tidak melepaskan 

haknya itu. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja 

merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak 

melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Upah dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena 

adanya lewat waktu tertentu. 

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan dibentuk/dibuat Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dibentuk dalam 

sistem hukum ketenagakerjaan/perburuhan yang melindungi (protektif) 

terhadap kepentingan pekerja/buruh karena dalam relasi 

ketenagakerjaan/perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh 

senantiasa berada posisi yang lemah. 

Sesuai dengan Teori Keadilan Distributif maka pembentuk/pembuat 

undang-undang tersebut dalam hal ini negara bersifat superordinasi artinya 

antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang bersifat 

subordinasi atau yang mendapat bagian dalam hal ini pengusaha/perusahaan 

dan pekerja/buruh artinya yang membagi (negara) yang bersifat superordinasi 

terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang 

menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat 

subordinasi terhadap yang membagi yakni pengusaha/perusahaan dan 

pekerja/buruh. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang 

berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat 

dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur dalam 

prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif yakni adalah jasa, 

prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi 

adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya 

pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Berdasarkan pandangan ini, dilihat 
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dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-undang 

yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga 

demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan 

ukuran-ukuran itu. 

Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan jelas diamanat oleh negara sebagai superordinasi (yang 

membagi keadilan) bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan 

segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 

Berdasarkan teori keadilan distributif negara telah membagi keadilan bahwa 

untuk segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja harus dan wajib 

dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan negara memberi tenggang 

waktu kepada pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan tolok ukur keadilan 

distributif yakni adanya jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi yang telah sama-

sama dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/buruh sehingga 

dalam hal ini hak pekerja/buruh tidak dapat dihilangkan begitu saja karena 

adanya lampau/batas/pengaruh waktu/kedaluwarsa apalagi hak pekerja/buruh 

merupakan hak dasar pekerja/buruh. 

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan juga telah memuat keadilan komutatif yakni terdapat pada 

hubungan  yang bersifat koordinatif di antara pihak pengusaha/perusahaan 

dengan pihak pekerja/buruh karena untuk dapat melihat bekerjanya keadilan 

ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. 

Pengusaha/perusahaan memberi upah kepada pekerja/buruhnya dan atau ganti 

kerugian/ganti rugi dalam relasi ketenagakerjaan atau dalam hubungan 

yangbersifat koordinatif, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, 

dan keseimbangan.  

Pada posisi di atas dapat dikemukan bahwa pasal 96 Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memenuhi unsur yang terdapat pada 

keadilan distributif yakni adanya superordinasi yang membagi keadilan yakni 

negara sebagai pembentuk/pembuat undang-undang dan yang mendapat 

bagian keadilan yakni pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh dan telah 
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memenuhi unsur yang terdapat pada keadilan komutatif yakni terdapat pada 

hubungan  yang bersifat koordinatif antara pihak pengusaha/perusahaan 

dengan pihak pekerja/buruh yang mempunyai kedudukan yang sama di depan 

hukum Pengusaha/perusahaan memberi upah kepada pekerja/buruhnya dan 

atau ganti kerugian/ganti rugi dalam relasi ketenagakerjaan atau dalam 

hubungan yang bersifat koordinatif, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, 

harmoni, dan keseimbangan.  

Namun dalam kasus ini jelas menyebutkan fakta hukum dalam putusan 

menyebutkan bahwa Pekerja/Buruh/Pemohon merasa dirugikan dengan 

kebijakan legislasi yang tidak protektif terhadap pekerja/buruh dalam Pasal 

96 UU No. 13 Tahun 2003 dengan adanya batas waktu atau pengaruh waktu 

untuk 2 (dua) tahun menuntut dan hal iniPekerja/Buruh/Pemohon 

menganggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) karena di dalam Pasal 

28D ayat (2)  menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

Maka dari bunyi Pasal 28  ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 

menurut Pemohon bahwa setiap orang berhak untukbekerja dan menerima 

imbalan dari pekerjaan tersebut tanpa menerima pembayaran apa-apa terkait 

pemutusan hubungan kerja tersebut.  

Dalam putusan ini disebutkan dicontohkan oleh Mahkamah Konstitusi  

bahwa kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum 

adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa 

maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang 

biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan, kedaluwarsa 

merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum 

lanjutan, bukan pada penggunaan hak penuntutan.  

Menurut Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan yang demikian hak 

pemohon untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena 

pemohon telah melakukan pengorbanan berupa adanya prestatie kerja 

sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai 

pemilik hak. Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap 
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benda atau hak kebendaan tersebut berwujud pekerjaan yang sudah dilakukan 

sehingga memerlukan adanya perlindungan terhadap hak tersebut selama si 

pemilik hak tidak menyatakan melepaskan haknya tersebut.  

Selanjutnya menurut Mahkamah Konstitusi bahwa upah dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang 

harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan 

pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari 

hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh 

karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus diimbangi 

dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai 

tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui 

ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut menurut Mahkamah, 

Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945.  

Dalam mendengar keterangan dari DPR yang berpendapat bahwa 

menurut DPR, keberadaan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan sama 

sekali tidak akan menghilangkan hak buruh atau pekerja untuk dapat 

menuntut upah yang menjadi haknya.  Hal ini dikaitkan dengan keberadaan 

Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, 

“Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan 

atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.” Lebih lanjut, 

ketentuan Pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, 

“Tuntutan para buruh yang upahnya dalam uang harus dibayar tiap-tiap kali 

setelah lewatnya waktu yang kurang daripada satu triwulan untuk mendapat 

pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah” itu menurut Pasal 

1602Q, semua itu berkedaluwarsa dengan lewatnya waktu satu tahun. 

Ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1969 yang menyebutkan, 

“Tuntutan para buruh dengan ketentuan mereka yang dimaksud dalam Pasal 

1968 untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah kenaikan upah” itu 
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menurut Pasal 1602Q, semua itu berkedaluwarsa dengan lewatnya waktu dua 

tahun.   

Sedangkan Pemerintah berpendapat sama dengan DPR yakni 

kedaluwarsa yang terkait dengan hubungan kerja atau hubungan hukum 

melakukan pekerjaan sejak dulu diatur dalam hubungan keperdataan, baik 

dalam hukum perdata adat maupun yang tidak tertulis dalam hukum perdata 

barat, yang diatur kasus perkasus dan pasal perpasal, antara lain:  

1. Tuntutan para buruh untuk mendapatkan pembayaran upah mereka 

beserta jumlah kenaikan upah itu kedaluwarsa dengan lewat waktu satu 

tahun atau vide Pasal 1968.  

2. Tuntutan para buruh untuk pembayaran upah mereka beserta jumlah 

kenaikan upah itu dalam kaitannya dengan lewatnya waktu dua tahun, 

1969.  

3. Tuntutan tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu untuk pembayaran 

bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka kedaluwarsa 

dengan lewatnya waktu dua tahun. Vide Pasal 1971. 

Pada sidang mendengar keterangan yang disampaikan  Apindo sebagai 

yang mewakili pengusaha dalam risalah sidang tanggal 28 Januari 2013 

berpendapat bahwa waktu 2 tahun kiranya adalah waktu yang cukup bagi 

seorang pekerja/buruh untuk menggunakan haknya saat ketika haknya yang 

timbul dari hubungan kerja sudah dapat dilakukan penagihan. Namun, saat 

pekerja/buruh tidak menggunakan waktu tersebut, ini memberikan pengertian 

bahwa pekerja/buruh sudah melepaskan segala haknya dan kelalaian 

pekerja/buruh untuk menggunakan haknya. Sangat tidak adil untuk 

dibebankan kepada pengusaha dan tidak pula adil seorang pengusaha 

dibebani kewajiban-kewajiban tanpa ada batasan waktu, tentu akan 

membebani pengusaha sepanjang masa. Hal ini tentu akan menimbulkan 

hukum yang tidak berkeadilan dan menyampingkan kepastian. 

Telaah dari keterangan/pendapat baik dari DPR RI, Pemerintah, dan 

Apindo tersebut di atas bila dikaitkan tidak dapat menyangkal keadilan 

hukum baik distributif maupun komutatif yang terdapat pada pasal 96 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena 
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negara telah membagi keadilan kepada subordinasi bahwa untuk segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja harus dan wajib dibayar oleh 

pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan tolok ukur keadilan 

distributif yakni adanya jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi yang telah sama-

sama dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/buruh sehingga 

dalam hal ini hak pekerja/buruh tidak dapat dihilangkan begitu saja karena 

merupakan hak dasar pekerja/buruh. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah memenuhi unsur keadilan 

komutatif dimana untuk dapat melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan 

adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama dan terdapat 

hubungan  atau adanya relasi ketenagakerjaan yang bersifat koordinatif di 

antara pihak pengusaha/perusahaan dengan pihak pekerja/buruhsehingga 

sangatlah wajar dan wajib bagi pengusaha/perusahaan memberi upah kepada 

pekerja/buruhnya dan atau ganti kerugian/ganti rugi demi terhaganya 

ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan antara pengusaha/perusahaan 

dengan pekerja/buruh dengan demikian maka terciptalah keadilan hukumnya, 

walaupun Hakim Anggota Hamdan Zoelva mengemukakan pendapat yang 

berbeda agar tercapai keadilan hukum yaitu untuk memberikan kepastian 

hukum yang adil, seharusnya Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 

96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum ketenagakerjaan, 

sehingga tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya untuk memberikan 

keadilan dalam kasus seperti yang dihadapi Pemohon, Mahkamah hanya 

mengabulkan permohonan Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan 

Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, yaitu bertentangan dengan konstitusi 

sepanjang tidak dikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh 

hak pekerjanya karena itikad buruk. Dengan adanya persyaratan yang 

demikian, bagi pekerja yang mengajukan tuntutan hak setelah lewatnya masa 

kedaluwarsa 2 (dua) tahun tetap dibenarkan untuk menuntut sepanjang 

dibuktikan lewatnya waktu tersebut karena adanya itikad buruk dari 
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pengusaha yang sengaja mengundur-undur waktu dan enggan membayar hak-

hak pekerjanya. 

Dalam sidang perkara ini pemohon menghadirkan ahli A. Masyhur 

Effendi  menegaskan di dalam ajaran-ajaran filsafat hukum bahwa keputusan 

yang baik itu adalah keputusan yang pertama kali adil, pasti, dan bermanfaat. 

Sehingga masalah keadilan ini lebih dulu diperhatikan daripada kepastian. 

Karena itu 2 tahun yang dituliskan di dalam pasal ini merupakan satu kondisi 

yang sangat memberatkan bagi buruh karena 2 tahun ini sangat singkat sekali, 

minimal menurut saya, minimal 6 tahun itu bisa dipakai sebagai 

pertimbangan. Yang lain lagi, adil, sekarang kita sudah banyak melihat teori-

teori tentang keadilan yang terbaru, misalnya keadilan progresif, dimana sang 

hakim dimohonkan untuk bisa memberikan aspek ini dalam rangka mewakili 

suara rakyat yang unrepresented people. Sehingga benar-benar keputusan dari 

Majelis Hakim bisa mewakili rakyat-rakyat yang tidak bisa bicara, khususnya 

banyak para buruh yang kondisinya sangat memprihatinkan. 

Pemohon juga mendatang ahli lain yakni Margarito Kamis yang pada 

intinya menegaskan bahwa perlakuan semena-mena terhadap pekerja itulah 

yang hendak dihentikan dengan melalui norma konstitusi yang terkandung 

dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sulit untuk 

tidak menyodorkan logika perlindungan kepada pekerja dari kemungkinan 

tindakan semena-mena, tidak layak, dan tidak adil dari pemberi kerja kepada 

mereka. Perlindungan terhadap pekerja memiliki makna kemanusiaan sebagai 

pengagungan terhadap harkat dan martabat manusia, tapi konteks 

sosiohistorisnya memang berkenaan dengan perlakuan tidak manusiawi 

sebagai satu gejala umum dalam dunia kerja di masa lalu dan agar negara ini 

benar beradab dengan cara memastikan perlindungan, tidak saja hukum 

melainkan sosial kepada pekerja yang buruh itu. Memberi pesangon kepada 

pekerja diberhentikan setelah bertahun-tahun bekerja tentulah merupakan 

pemaknaan dan/atau perwujudan dari perintah konstitusional yang terekam 

dalam Pasal 28D itu. Menolak memberi pesangon atau apapun istilahnya 

kepada pekerja yang diberhentikan setelah bertahun-tahun bekerja kepada 
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pemberi kerja jelas merupakan penyesatan terhadap perintah Undang-Undang 

Dasar 1945 (inskonstutisional). 

Demikian pula pertimbangan MK yang menyatakan bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 

28D ayat (2) UUD 1945]. Dalam konsiderans (Menimbang) huruf d UU 

Ketenagakerjaan menyatakan, “... perlindungan terhadap tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”; 

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi 

ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum, nilai keadilan juga menjadi dasar 

dari hukum sebagai hukum, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus 

konstitutif bagi hukum, keadilan menjadi landasan moral hukum dan 

sekaligus tolok ukur sistem hukum positif, kepada keadilanlah hukum positif 

berpangkal, sedangkan konstitutif, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas 

menjadi hukum karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum 

sebagai hukum dalam hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 96 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Apalagi jika 

bercermin dengan realitas yang terjadi di masyarakat bahwa tidaklah pantas 

dan adil bila seorang pekerja/buruh yamg telah melakukan suatu prestasi atau 

melakukan kewajibannya untuk bekerja pada akhirnya tidak mendapat upah 

atau ganti kerugian atas prestasi tersebut, dapat dipastikan akan terjadi 

ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan yang dapat menciptakan rasa 

ketidakadilan di dalam masyarakat.   

2. Kepastian Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012. 

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan 

dari hukum,  normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk 

pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, 
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konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat 

mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan 

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum 

harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga 

siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang 

satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber 

keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang 

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan 

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan 

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.  

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami dalam 

perkara ini adalah pertimbangan majelis yang merupakan ratio decidendi, 

yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

keputusannya (Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, 

ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada 

“Pokok Perkara”, Majelis berpendapat bahwa ketentuan kedaluwarsa adalah 

terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum dan 

kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, contohnya adalah 

kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah 

adanya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa 

maupun upaya hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang 

biasanya dihitung sejak pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian 

hukum terkait kedaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui 

kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi lain, bagi 

kepentingan para pihak yang berperkara, kedaluwarsa merupakan kesempatan 

untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum lanjutan. Kedaluwarsa 

kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum, misalnya, dalam hukum 

waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan 

positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak 

dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu 

seseorang tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang 
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sama juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak 

kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan hak maka 

hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang bersangkutan dan negara 

berkewajiban untuk melindungi hak tersebut.  

Terkait dengan kepastian hukum adalah pendapat Hakim Anggota 

Hamdan Zoelva yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion 

dalam permohonan judicial review UU Ketenagakerjaan yang diajukan 

satpam bernama Marten Boiliu.  

Dissenting opinion menurut pendapat Black Henry Campbel menyatakan 

bahwa
96

 perbedaan pendapat (atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut 

dengan dissenting opinion) terutama dianut negara-negara Anglosaxon yang 

menggunakan common law system, dan dapat dikatakan merupakan 

konsekuensi dari dianutnya sistem common law itu di negara-negara tersebut. 

Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum ini, hakim selain sebagai 

pelaksana hukum, ia juga pembentuk hukum (judge  made law). Peranan 

hakim (pengadilan) sangat penting dalam pembentukan hukum, karena dalam 

sistem ini prinsipnya yaitu common law adalah “the law that develops and 

through judicial decisions”. Di negara-negara yang menggunakan common 

law system ini, pada prinsipnya hukum dibentuk oleh pengadilan (hakim). 

Dalam rangka pembentukan atau penemuan hukum ini, hakim mempunyai 

keleluasaan untuk menyusun argumen atau pendapat (opinion) sebagai dasar 

bagi “norma hukum” yang akan dibuatnya melalui putusan pengadilan.
97

 

Dengan demikian, hakim di negara-negara yang menggunakan common 

law system  secara individual memiliki pertanggungjawaban moral yang 

penuh kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya.
98

 Karena 

pertanggungjawaban hakim secara indvidual lebih tinggi dibandingkan 

dengan pertanggungjawaban secara kolektif, maka jika hakim merasa berbeda 

pendapat dalam hal mengambil putusan (meskipun putusan yang diambil 

tetap secara kolektif), maka ia diperkenankan pula untuk tetap menjaga 

                                                           
96

 Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, 

Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 73. 
97

 Ibid, hlm. 74. 
98

 Ibid, hlm. 74. 
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tingkat kemandiriannya (independensinya) dengan mencantumkan perbedaan 

pandangannya (pendapatnya) tersebut dalam putusan. Perbedaan pendapat 

yang dicantumkan dalam putusan tersebut disebut dengan dissentin opinion.
99

 

Pendapat hakim yamg berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan 

putusan dapat dibagi dua macam, yaitu (i) dissenting opi
100

nion; atau (ii) 

consenting opinion atau kadang-kadang disebut juga concurrent opinion. 

Yang dimaksud dengan dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda 

secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, 

mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan 

permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, 

sedangkan minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif 

putusan, (i) mengabulkan; (ii) menolak; (iii) menyatakan tidak dapat 

menerima (niet ontvankelijk verklaard). Jika kesimpulan hakim minoritas 

untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim 

mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut 

dissenting opinion.
101

 

Meskipun demikian, jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen 

yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai dissenting opinion, 

melainkan concurrent opinion atau consenting opinion. Kadang-kadang ada 

dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. 

Akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, 

sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima 

permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim 

minoritas yang berbeda dari pendapat hakim mayoritas juga dapat dimuat 

dalam putusan seperti halnya dissenting opinion.
102

 

Pendapat berbeda itu dapat dinamakan dissenting opinion apabila 

pendapat yang diajukan itu sama sekali berbeda argumennya dan juga 

berbeda kesimpulannya terhadap pendapat mayoritas hakim yang menjadi 

                                                           
99

 Ibid. hlm. 74. 
100

 Jimmly Asshiddiqie, Loc. Cit., hlm. 199. 
101

 Ibid, hlm. 200. 
102

 Ibid, hlm. 200. 
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putusan final dan mengikat.
103

 Pendapat yang berbeda itu dapat juga disebut 

sebagai consenting opinion sebagai pendapat yang menyetujui kesimpulan 

yang dibuat amar putusan, tetapi karena argumen yang diajukan berbeda 

dinilai layak untuk dirumuskan secara tersendiridalam putusan, tetapi tidak 

tergabung dalam pertimbangan mayoritas hakim yang menjadi dasar putusan 

final. Oleh karena itu, pengertian concurrent opinion dan consenting opinion 

itu pada pokoknya dapat dikatakan sama. Keduanya sama-sama berbeda dari 

pengertian dissenting opinion.
104

 Penuangan pendapat berbeda 

(concurrent/consenting atau dissenting) tersebut di atas bersifat fakultatif, 

optional, tidak bersifat imperative. Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 

Tentang Mahkamah Konstitusi memang menentukan:
105

 

“Dalam hal putusan tidak mencapai mufakat bulat sebagaimana 

dimaksud ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis yang berbeda 

dimuat dalam putusan”. 

Dalam penjelasannya, ayat ini dinyatakan cukup jelas. Akan tetapi, jika 

dibaca secara harfiah dengan melihat pengertian kalimatnya secara apa 

adanya (plain meaning), maka dapat ditafsirkan bahwa pen
106

cantuman 

pendapat berbeda itu selalu harus dimuat dalam putusan. Artinya, 

pencantuman pendapat berbeda itu memang dapat juga dipahami bersifat 

imperative.
107

 Akan tetapi dalam praktek, keharusan (imperative) 

pencantuman tidaklah realistis. Biasanya, dalam proses pembahasan suatu 

permohonan pengujian undang-undang, diperlukan tahapan-tahapan yang 

cukup panjang. Di dalamnya terdapat proses take and give diantara 

pandangan-pandangan yang saling berbeda diantara para hakim. Di antara 

tahap-tahap itu, ada tahap penyusunan pendapat hukum individu hakim yang 

bersifat resmi dan tertulis sebagaimana diwajibkan oleh pasal 45 ayat (5) UU 

No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan: 

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
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 Ibid, hlm. 200. 
104

 Ibid, hlm. 201. 
105

 Ibid. hlm. 201. 
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 Ibid. hlm. 201. 
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permohonan”.
108

 Biasanya, setelah pendapat tertulis itu dibacakan dalam 

rapat permusyawaratan resmi, diadakan lagi perdebatan substantif, dimana 

para hakim sendiri saling memberikan dan saling menerima pendapat pihak 

lain yang dinilai tepat. Oleh karena itu, meskipun seorang hakim dalam 

pendapat resminya mempunyai pandangan yang sangat berbeda dari 

kesimpulan mayoritas hakim, adalah hak yang bersangkutan untuk 

mencantumkan  atau tidak mencantumkan pendapatnya yang berbeda itu 

dalam putusan. Ketentuan pencantuman pendapat berbeda seperti yang 

dimaksud pada pasal 45 ayat (10) di atas, tidak mungkin ditafsirkan seakan-

akan imperative.
109

 

Dalam prakteknya, hal itu pun sudah sering terjadi dimana para hakim 

mempunyai pendapat berbeda tidak bersedia mencantumkan pendapatnya 

dalam putusan, meskipun ketua rapat permusyawaratan hakim dan Ketua 

Mahkamah Konstitusi selalu diharuskan memberi kesempatan kepada yang 

bersangkutan untuk itu. Dalam hal ini ketua rapat permusyawaratan hakim 

dan Ketua Mahkamah Konstitusi memang tidak berhak membatasi seorang 

hakim yang berbeda pendapat untuk tidak mencantumkan pendapat 

berbedanya itu dalam putusan.
110

 

Dalam pendapat berbedanya Hamdan Zoelva, yakni bahwa : 

1. pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (kedaluwarsa) 

adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum 

perdata maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hukum 

perdata, misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 

KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam Pasal 1968, 

Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas kedaluwarsa untuk 

menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang. Dalam hukum 

pidana, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) angka ke-1, angka 

ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4, serta ayat (2) KUH Pidana, yaitu batas 

kedaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai batas kapan masa 

kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah kewenangan 
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konstitusional pembentuk undang-undang untuk menentukannya, 

sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa sangat 

diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang 

menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi 

kewajibannya; 

2. Hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja, tetapi juga 

melindungi baik pihak pengusaha maupun melindungi kepentingan 

keberlanjutan dunia usaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia usaha adalah 

tempat bagi pekerja/buruh untuk bekerja mencari nafkah bagi 

kelangsungan hidupnya. Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan  

dunia usaha atau matinya usaha juga akan mempengaruhi kondisi 

kehidupan pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan.  

3. Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari 

cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut 

pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh. 

Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya 

dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi 

pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya 

yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan 

mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, 

tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak 

pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak 

berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan 

Mahkamah dalam perkara a quo, akan menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan 

oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;  

4. Ketidakadilan yang dialami Pemohon dalam kasus yang dihadapinya, 

yang disebabkan oleh keengganan pengusaha untuk memenuhi hak-hak 

Pemohon atas segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja 

dengan pengusaha dengan alasan lewatnya waktu untuk menuntut 
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(kedaluwarsa), nampak jelas bahwa pengusaha memang tidak memiliki 

itikad baik untuk membayar hak-hak pekerja termasuk hak yang timbul 

terkait dengan pemutusan hubungan kerja, karena posisi Pemohon 

diambangkan oleh Pengusaha sampai batas waktu lebih dari dua tahun. 

Menurut saya, untuk memberikan kepastian hukum yang adil, seharusnya 

Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum ketenagakerjaan, 

sehingga tidak menyelesaikan masalah.  

Dikaitan dengan pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva ditambah 

dengan keterangan Apindo. Pemerintah, dan DPR tersebut berdasarkan nilai 

makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa terdapat 4 (empat) 

hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, 

yakni : 

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu 

adalah perundang-undangan.  

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada 

kenyataan.  

3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah 

dilaksanakan.  

4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 

Dapat disimpulkan bahwa pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva 

yang menyatakan dengan tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan 

tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya 

kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan 

hak dari pekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. 

Tentu, tidak akan mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu 

dua kasus saja, tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya 

tuntutan hak pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan 

adalah merupakan fakta atau kenyataan hukum yang terjadi sebagaimana 
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makna kepastian hukum Gustav Radbruch yakni makna kepastian hukum 

pada angka 2 bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan 

pada kenyataan. 

Adapun pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva yang menyatakan 

dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan 

Mahkamah dalam perkara a quo, akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh 

konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum adalah sesuai dengan 

makna kepastian hukum pada angka 1 yakni bahwa hukum itu positif, artinya 

bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. 

Makna Kepastian hukum pada angka 4 yakni hukum positif tidak boleh 

mudah diubah terdapat pada pendapat berbeda yang menyatakan sampai batas 

kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah 

kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk 

menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa kedaluwarsa 

sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi 

yang menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi 

kewajibannya. 

Pendapat berbeda Hakim Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa 

jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari cukup 

bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut pengusaha 

memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh adalah merupakan 

makna kepastian hukum pada angka 3 yakni fakta harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di 

samping mudah dilaksanakan. 

Apalagi bila mencermati dalam keterangan dari Apindo yang pada 

intinya menyatakan: 
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1. Bahwa hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh harus ada 

kepastian hukum.   

2. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, perlu ditetapkan hak dan 

kewajiban yang timbul akibat hubungan kerja. 

3. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk 

memberikan kepastian hukum atas segala keputusan atau penetapan, 

sampai kapan keputusan atau penetapan tersebut dapat digugat di 

pengadilan.   

4. Bahwa pemberian kesempatan bagi pekerja buruh untuk menolak atau 

melakukan gugatan terhadap perlakuan yang dirasakan tidak fair , tidak 

adil apabila terjadi PHK yang menimpa dirinya, sebagaimana diatur oleh 

Pasal 96 undang-undang a quo adalah jaminan bahwa hak-hak mendasar 

pekerja/buruh di tempat bekerja dilindungi oleh negara.  

5. Bahwa bagi pekerja buruh yang tidak melakukan tuntutan dalam hal telah 

melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang, dengan 

sendirinya dianggap telah melepaskan haknya adalah suatu yang wajar 

demi adanya kepastian hukum bagi para pihak.   

6. Bahwa berkaitan dengan pembayaran upah dan hal-hal lain dalam 

hubungan kerja selalu diatur adanya ketentuan kedaluwarsa.  

Senada dengan keterangan dari Apindo, keterangan DPR RI menyatakan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pemberian upah dari suatu pengusaha kepada pekerja atau buruh, 

pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek yakni: 

a. Aspek Teknis 

Merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan 

dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana 

proses upah ditetapkan.  

b. Aspek Ekonomis  

Suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara 

makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian 

mempertimbangkan bagaimana kemampuan perusahaan pada saat 
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nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana implementasinya di 

lapangan. 

c. Aspek Hukum  

Meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan upah, 

perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan 

ketentuan upah.  

Ketiga aspek ini saling terintegral satu sama lain dan dalam pelaksanaan 

pemberian upah, salah satu aspek tidak dapat dihilangkan atau 

dikesampingkan karena masing-masing akan memberikan konsekuensi 

yang berbeda-beda. 

2. Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam pemberian upah 

adalah kepastian hukum bagi pekerja atau buruh dan pemberi kerja atau 

pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana 

diatur dalam kesepakatan bersama maupun dalam peraturan perundang-

undangan. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

merupakan norma hukum yang mengatur mengenai kedaluwarsanya 

suatu tuntutan pembayaran upah. Ketentuan norma yang mengatur 

kedaluwarsa menurut pandangan DPR adalah merupakan suatu norma 

yang sudah lazim untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Keberadaan Pasal 96 Undang-

Undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak akan menghilangkan hak 

buruh atau pekerja untuk dapat menuntut upah yang menjadi haknya. 

Pemberian waktu selama dua tahun kepada buruh atau pekerja untuk 

dapat menuntut haknya sudah lebih dari cukup. Bisa dibayangkan jika 

tidak ada ketentuan masa kedaluwarsanya suatu tuntutan, maka tidak ada 

kepastian hukum, baik bagi buruh atau pekerja, maupun bagi pengusaha. 

Bisa saja terjadi tuntutan baru, dilakukan setelah sepuluh atau dua puluh 

tahun kemudian, maka akan kesulitan untuk menghitung jumlah kerugian 

yangdiderita pekerja atau buruh karena jumlahnya bisa berlipat-lipat. 

Pada sisi lain, hal tersebut tentu saja akan memberatkan pemberi kerja 

untuk memenuhi tuntutan buruh atau pekerja a quo. Oleh karenanya, 

pengaturan batas kedaluwarsa suatu tuntutan pembayaran upah 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 96 undang-undang a quo, telah memiliki 

legal ratio yang cukup beralasan. 

Keterangan Pemerintah dalam perkara ini pun tidak jauh berbeda dengan 

keterangan yang disampaikan oleh Apindo dan DPR RI, bahwa ketentuan 

Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan tuntutan 

pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari 

hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 

tahun sejak timbulnya hak. Menurut Pemerintah adanya ketentuan tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu keputusan atau 

penetapan sampai kapan keputusan atau penetapan tersebut dapat digugat di 

pengadilan, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 dan 

ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan justru untuk 

memberikan kepastian hukum pembayaran upah pekerja buruh dan segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, dan ketentuan demikian tidak 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Keterangan dari Apindo, Pemerintah, dan DPR RI tersebut di atas sesuai 

dan sejalan dengan 4 makna kepastian hukum Gustav Radbruch yakni hukum 

itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 

hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; fakta 

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan 

dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; hukum positif tidak 

boleh mudah diubah. Gustav Radbruch juga berpandangan bahwa kepastian 

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum 

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum 

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat 

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. 

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Apindo, Pemerintah, 

dan DPR RI kesemua menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh 

waktu/batas waktu/kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan sebagaimana 

yang dikenal dalam hukum perdata. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk 

memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan 
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lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang (pasal 1946 KUHPer). Apabila hak menuntut atau menggugat 

tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, hak itu gugur atau hilangnya 

hak bukan karena lewat waktunya tetapi karena sikap atau tindakan seseorang 

yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak mempergunakan sesuatu hak, 

semisal orang yang membeli barang yang ternyata mengandung cacat 

tersembunyi, jika ia tidak mengembalikan barang itu, ia kehilangan hak untuk 

menuntut ganti rugi dari penjual (pasal 1145 s/d pasal 1993 KUH Perdata). 

Sesesorang yang mempunyai suatu hak atau hubungan hukum dapat 

mengajukan tuntutan hak. Apabila tidak ada lagi mempunyai suatu hak, 

apabila haknya karena suatu hal lenyap, maka ikut lenyap pulalah tuntuan 

haknya.
111

 Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena 

lampaunya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat 

kadaluwarsa atau dapat hapus karena lampaunya waktu.
112

 Hak yang oleh 

undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya 

waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (decheance). Hak ini berhenti 

atau hapus dengan sendirinya (ex re) setelah lewat waktu yang ditentukan 

oleh undang-undang (ps. 1520 BW).
113

 

Menurut pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat 

kebendaan maupun perorangan hapus (kedaluwarsa) setelah lampau waktu 30 

tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluwarsa itu tidak 

perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadap 

suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk (selanjutnya baca ps. 

1968 – 1971, 1974, 1975 BW). Lampaunya waktu ini disebut lampaunya 

waktu yang extinctef (presceptio), yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan 

hapusnya perikatan. Di samping lampaunya waktu menurut pasal 1967 BW 

itu masih dikenal lampaunya waktu acquistitief (usupcapio) yang diatur 
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dalam pasal 1963 BW, yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang 

memperoleh hak.
114

 

Dengan demikian maka membatalkan ketentuan kedaluwarsa dua tahun 

atas hak pembayaran upah dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kalangan dunia 

usaha. Sebab, tak ada batas waktu yang jelas, kapan pekerja/buruh boleh 

menuntut hak pembayaran upah dan hak lain yang timbul dari hubungan kerja 

termasuk pesangon. 

Pengaplikasian putusan ini yang mengesampingkan kepastian hukum 

dinilai akan memberi pengaruh negatif dengan tidak adanya pengaruh 

waktu/batas waktu/kedaluwarsa dalam menuntut, karena 

pengusaha/perusahaan tidak tahu sampai kapan akan menghadapi tuntutan 

dari pekerja/buruhnya, dan sebenarnya dengan adanya pengaruh waktu/batas 

waktu/ kedaluwarsa justru memberikan kepastian hukum juga terhadap 

pekerja/buruh sebab dengan adanya pengaruh waktu/batas waktu/kedaluwarsa 

penuntutan pekerja/buruh tidak perlu menunda-nunda untuk menyelesaikan 

hak yang timbul didalam relasi ketenagakerjaan. Memang terhadap 

pengusaha/perusahaan yang beritikad tidak baik (menunda-nunda) perlu 

mendapat penekanan khusus dengan sanksi tertentu sepanjang pekerja/buruh 

dapat membuktikan adanya itikad tidak baik pengusaha/perusahaan misalnya 

dengan melibatkan mediator dinas ketenagakerjaan setempat untuk terlibat 

didalam proses penyelesaiannya, bila terbukti perusahaan menggunakan tipu 

daya untuk menunda-nunda dapat dimasukkan kedalam ranah hukum pidana. 

Namun tidaklah demikian adanya, sebab telaah lebih jauh implementasi pasca 

putusan ini tidak menampik kemungkinan hal-hal yang lebih merugikan 

terhadap pekerja/buruh akan bermunculan. 

3. Akibat Hukum Putusan MKRI No.: 100/PUU-X/2012. 

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan 

mengikat berarti telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya 

hukum. Ketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika 

itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum (binding). Mecermati akibat 
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hukum suatu putusan (judge made law) berarti menelaah dalam praktek relasi 

ketenagakerjaan terhadap dibatalkannya pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 100/PUU-X/2012 tersebut, upaya perlindungan hukum bagi 

pekerja/buruh kembali menjadi perhatian akankah terealisasi dengan 

maksimal atau tidak. 

Putusan yang demikian sudah barang tentu akan berdampak luas dan 

membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut atau 

pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut, 

sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan telah terjadi kekosongan 

hukum. Ruang lingkup akibat hukum putusan yang menyangkut pengujian 

satu pasal, ayat atau bagian undang-undang, dan bahkan undang-undang 

secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan tidak lagi mempunyai 

kekuatan hukum, apakah secara otomatis meliputi peraturan di bawahnya 

sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam kekosongan pengaturan 

tentang hal tersebut, penting diketahui bagaimana eksplanasi teoretis 

implikasi dan ruang lingkup akibat hukum putusan MK serta bagaimana 

implementasinya, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut 

tidak lagi berlaku mengikat. Hal ini perlu untuk menjamin bahwa hukum 

yang baru tersebut dipatuhi dan ditaati. Putusan MK yang demikian dalam 

kenyataannya telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya 

hukum yang baru, dengan menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai 

muatan materi undang-undang tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

lagi sebagai hukum. Dalam kenyataanya, hakim MK dengan putusan tersebut, 

sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan 

hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh 

konstitusi secara khusus diberi wewenang  untuk itu.115 

Meminjam pendapat Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, Kepastian 

Hukum (Rechtssicherheit) atau Keadilan prosedural harus selalu 

                                                           
115

 Maruarar Siahaan. Checks And Balances Dan Judicial Review Dalam Legislasi Di 

Indonesia.http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-

review-dalam-legislasi-di-indonesia/ 
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bergandengan dan menjadi penyeimbang dari Keadilan Hukum 

(Gerechtigkeit) atau Keadilan Substansi. Suatu norma hukum kadang-kadang 

seolah-olah terpaksa harus mengorbankan Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) 

atau Keadilan Substansi demi Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) atau 

Keadilan Prosedural. Walaupun melanggar rasa keadilan, tetapi kepastian ini 

diperlukan, karena dalam jangka panjang kepastian hukum justru sangat 

diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi 

pembedaan ini justru diperlukan agar terdapat kepastian bagi para penegak 

hukum dan masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan hukum (law 

enforcement). Dan terhadap pengingkaran Kepastian Hukum 

(Rechtssicherheit) justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

(rechtsonzekerheid). Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) atau Keadilan 

Prosedural yang dimaksudkan, maka Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) 

atau Keadilan Prosedural dibutuhkan kepada para pihak pencari keadilan 

didalam mengajukan kepentingan konstitusional di MK. Kepastian Hukum 

(Rechtssicherheit) atau Keadilan Prosedural menurut William Friedman, 

seorang sosiolog hukum, mengatakan bahwa kepastian hukum 

(Rechtssicherheit) itu tergantung kepada, antara lain, substansi hukum berupa 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta legal culture 

masyarakat. Namun dalil ini sebenarnya terbantahkan dengan mendasarkan 

kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan. Meminjam pendapat 

Jimly Assidiqie yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah “negara hukum” 

tanpa mencantumkan lagi kata “rechtsstaat” di dalam kurung seperti yang 

ada di dalam Penjelasan sebelum diamandemen. Itu harus diartikan bahwa 

negara hukum Indonesia tidak hanya menerima asas Kepastian Hukum 

(Rechtssicherheit) dititikberatkan pada rechtstaat tapi sekaligus asas rasa 

keadilan (Gerechtigkeit) yang dititikberatkan pada the rule of law. Pengertian 

yang demikian dipertegas pula di dalam Pasal 28H yang menekankan 

pentingnya Kemanfaatan Hukum (zweckmassigkeit) dan Keadilan Hukum 

(gerechtigkeit). Bahwa Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) atau Keadilan 

Prosedural tidak otomatis atau tidak dengan sendirinya menjamin suatu 

Keadilan Hukum (gerechtigkeit). Keadilan adalah sesuatu yang multitafsir 
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dan bersifat subjektif dalam pemahaman dan penerapannya. Subjektivitas itu 

pada hakikatnya disebabkan oleh perbedaan pandangan ontologis tentang apa 

dan siapa manusia itu, dan pada gilirannya menimbulkan perbedaan 

aksiologis tentang nilai imperatif yang harus diterapkan kepada seseorang 

baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Atau dengan kata 

lain justru menimbulkan ketidakadilan. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) 

atau Keadilan Prosedural yang semata-mata membaca rumusan peraturan 

perundang-undangan justru merugikan merugikan hak konstitusional 

Pemohon dan juga telah mengebiri (reduction) wewenang Mahkamah 

Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang 

antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
116

 

Dari beberapa uraian tersebut di atas terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dapat dikatakan bahwa putusan 

Mahkamah konsitusi tersebut mengedepankan pada aspek keadilan hukum 

atau keadilan substansi dengan bersandar pada kepentingan dan hak 

pekerja/buruh yang dapat disebut sebagai hak kebendaan yang melekat pada 

diri pekerja/buruh karena telah melakukan suatu prestasi (melaksanakan 

kewajiban) dengan tanpa batas waktu sebagaimana sifat dari hak  tersebut 

haruslah dilindungi. Sepatutnya memanglah demikian karena dengan tidak 

membayar upah dan atau ganti kerugian yang terjadi dalam konteks 

selesainya suatu relasi/hubungan  ketenagakerjaan maka terjadi 

ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial dan hal ini akan mencederai rasa 

keadilan yang berlaku di masyarakat khususnya masyarakat sebagai pelaku 

dalam dunia usaha.  

Pada sisi lain dengan memperhatikan uraian di atas maka putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012  mengenyampingkan 

Kepastian Hukum atau Keadilan Prosedural yang semula dalam pasal 96 

                                                           
116

 Musri Nauli, Memahami Pandangan Mahkamah Konstitusi Mengenai 

Pemilukada(Analisis Putusan MK tentang Pemilukada ditinjau dari Filsafat), Jurnal Konstitusi 

No.: 3 Nopemebr 2010. 
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Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 

ketentuan daluwarsa 2 tahun maka sejak diputuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi pasal 96 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat artinya 

sudah tidak terdapat ketentuan daluwarsa 2 tahun yang berarti pula pekerja 

dapat menuntut kapan saja tanpa ada batas waktu yang jelas dan hal ini dapt 

dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyaraakat 

pengusaha/perusahaan karena tidak ada kejelasan batas waktu kapan 

pekerja/buruh boleh menuntut hak pembayaran upah dan hak lain yang timbul 

dari hubungan/relasi ketenagakerjaan termasuk dalam hal ini termasuk 

pesangon dalam perselisihan pemutusan hubungan/relasi ketenagakerjaan. 

Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas apalagi bila dikaitkan dengan 

sifat hubungan/relasi ketenagakerjaan pekerja/buruh dalam subordinasi 

pengusaha/perusahaan akan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam 

hubungan/relasi ketenagakerjaan sebab satu sisi putusan ini memperkuat 

perlindungan terhadap hak pekerja/buruh, namun pada sisi lain pengusaha 

akan dihadapkan pada tuntutan pekerja yang pernah merasa tidak terpenuhi 

haknya selama dan setelah berlangsungnya relasi/hubungan  ketenagakerjaan 

tanpa batas waktu yang jelas dan tegas. 

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, sebenarnya apabila Mahkamah 

Konstitusi menerapkan model putusan konstitusional bersyarat (Conditionally 

Constitutional) akan lebih tepat mengingat bahwa model keputusan bersyarat 

mempunyai indikator sebagai berikut:
 117

 

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujan untuk mempertahankan 

konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan 

MK;  

2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional 

bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;  

                                                           
117

 Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. Model dan 

Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan 

Tahun 2003-2012)/Model And Implementation of Constitutional Court Verdict In Judicial Review 

of Law (Study on Constittutional Court Decision Year 2003-2012), Jakarta: Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, 2013, hlm. 8. 
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3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, 

dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat 

yang ditentukan MK dalam putusannya;  

4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK 

dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;  

5. Dilihat dari perkembanganya pencantuman konstitusional bersyarat, pada 

mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar 

putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak 

beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana 

ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan 

model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan 

sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan 

konstitusionalitasnya;  

6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian 

norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang; 

7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya 

kekosongan hukum;  

8. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, 

dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai 

pembentuk undang-undang secara terbatas. 

dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka keadilan hukum dan 

kepastian hukum putusan Mahakamh Konstitusi lebih terjaga dan pasal 96 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap 

berlaku sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai 

nilai keadilan hukum yang berkepastian hukum dan kepastian hukum yang 

berkeadilan hukum yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan, 

bukan Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan 

Tidak Berlaku (Legally Null And Void) pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam model putusan ini MK 

sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan 

dengan UUD 1945 baik seluruhya maupun sebagian dan pernyataan bahwa 
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yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka 

untuk umum. 

Akibat hukum yang harus dipertimbangkan pula dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa dengan tidak adanya ketentuan 

daluwarsa dalam penuntutan membawa konsekuensi logis bagi 

pengusaha/perusahaan dan bagi pekerja/buruh apabila tidak ada itikad untuk 

menyelesaikan secara internal melalui bipartit sesegera mungkin atau apabila 

terjadi pembiaran penyelesaiaan dari para pihak yang berlangsung bertahun-

tahun, karena keadaan seperti ini  dapat melemahkan daya penyelesaian bagi 

pengusaha/perusahaan dan dapat melemahkan daya penuntutan bagi 

pekerja/buruh baik pada tingkat penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, 

arbitrasi, sampai ke tingkat pengadilan. Belum lagi putusan penyelesaiaannya 

didalam relasi/hubungan ketenagakerjaan baik selama maupun sesudahnya 

selalu bersifat eksekutorial dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada 

pekerja/buruh. Konsekuensi lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam 

kaitannya pembayaran adalah bagi pengusaha/perusahaan dalam menghadapi 

penuntutan sampai pada tingkat peradilan pengusaha/perusahaan wajib 

membayar upah berjalan/upah proses kepada pekerja/buruh (sesuai ketentuan 

Pasal 155 ayat 2 UU 13/2003) selama proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial ini berlangsung, sampai dengan adanya putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dan final dari lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

Dalam kaitan semua akibat hukum tersebut di atas terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi, peran Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial dari tingkat Bipartit, Tripartit/Mediasi, Konsiliasi, Arbritrasi, 

sampai ke tingkat peradilan sangat diharapkan agar tercipta hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, dengan mewujudkan penegakkan hukum materiil ketenagakerjaan 

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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C. Duduk Perkara. 

Pemohon judicial review adalah Marten Boiliu, Tempat/Tanggal Lahir : 

Kupang, 11 November 1974,Pekerjaan Ex SATPAM PT. Sandhy Putra 

Makmur, diawali pada 15 Mei 2002 saat bekerja sebagai satpam di PT Sandy 

Putra Makmur. Kemudian pada 30 Juni 2009 bersama teman-temannya di-

PHK dan hingga tiga tahun kemudian tak pernah mendapatkan 

pesangon. Marten kemudian mengajukan judicial review terhadap pasal 96 

UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi pada 

28 September 2012. Pokok permohonan Pemohon dalam permohonan adalah 

hilangnya hak Pemohon untuk menuntut pembayaran uang pesangon, uang 

penghargaan dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 

ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, 

karena adanya ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang membatasi hak 

untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang 

timbul dari hubungan kerja sampai dengan 2 (dua) tahun setelah timbulnya 

hak. Pasal 96 juga mendiskriminasi dan memperlakukannya dirinya secara 

tidak adil yaitu menerima upah/gaji dari PT Sandhy Putra Makmur di bawah 

UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pasal 96 juga 

menguntungkan PT Sandhy Putra Makmur karena lepas dari kewajiban 

membayar kekurangan upah/gaji yang dibayarkan kepada Marten.  

D. Posita. 

1. Bahwa Pasal 1967 KUHPerdata (Prof. R. Subekti, S.H. & R. 

Tjitrosudibio) menyatakan, “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat 

perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa 

dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, ....”;  

2. Bahwa Pasal 499 KUHPerdata memberikan pengertian tentang benda 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak 

milik;  

3. Bahwa Pasal 500 KUHPerdata menyatakan, “Segala apa yang karena 

hukum perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan, seperti pun segala 

hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena 

pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu 
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laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah 

bagian dari kebendaan tadi.”;  

4. Bahwa Pasal 503 KUHPerdata menyatakan, “Tiap-tiap kebendaan adalah 

bertubuh atau tak bertubuh.”;  

5. Bahwa Pasal 156 UU Ketenagakerjaan telah meletakkan hak atas sesuatu 

benda yaitu sejumlah uang pesangon, uang penghargaan, uang 

penggantian hak dalam hal telah terjadi PHK, maupun hak atas 

kekurangan pembayaran upah/gaji di bawah UMP Provinsi DKI Jakarta 

yang diterima Pemohon dan kawan-kawan dari PT SPM setiap bulan 

selama bekerja;  

6. Bahwa Hak-hak dan perlindungan dari pernyataan tersebut apabila 

dikaitkan dengan norma/ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di satu pihak dengan Pasal 499, 

Pasal 500, Pasal 503, dan Pasal 1961, KUHPerdata, di lain pihak nampak 

sangat jelas bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja/buruh adalah 

sia-sia atau tidak ada.;  

7. Bahwa ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dapat dikaitkan dengan tuntutan Pemohon dan 

kawan-kawan mengenai uang pesangon, uang penghargaan, uang 

penggantian hak, dan uang  kekurangan pembayaran selama menerima 

upah/gaji di bawah standar UMP Provinsi DKI Jakarta dari PT SPM. 

Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tuntutan pembayaran 

upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah 

berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yaitu, “Kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. upah 

minimum; ... j. upah untuk pembayaran pesangon; ...” Upah minimum 

adalah upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh 

Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Upah pembayaran 

pesangon adalah upah berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam hal terjadi 

PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya 

diterima dengan penghitungannya adalah sebagaimana diuraikan dalam 

bagian legal standing Pemohon; 

8. Bahwa Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Komponen upah yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, 

dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri 

atas:  

a. Upah pokok;  

b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan 

kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian 

dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, 

yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka 

sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga 

yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa upah yang 

pembayarannya dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh tidak 

termasuk ke dalam komponen upah yang digunakan sebagai dasar 

pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian 

hak. Dalam kaitannya dengan tuntutan Pemohon dan kawan-kawan atas 

uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak di mana 

uang makan/transport dibayarkan oleh PT SPM dikaitkan dengan 

kehadiran Pemohon dan kawan-kawan atau upah tersebut tidak 

dibayarkan apabila Pemohon dan kawan-kawan tidak masuk kerja, tidak 

termasuk ke dalam komponen upah yang dimaksud oleh Undang-Undang 

yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang 

penghargaan, dan uang penggantian hak. Sehubungan dengan upah yang 

diterima oleh Pemohon dan kawan-kawan selama bekerja di PT SPM di 

bawah standar UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta, maka dalam keadaan demikian patokan upah yang dapat 
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dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, 

dan uang penggantian hak maupun gaji setiap bulan adalah upah/gaji 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang UMP Provinsi DKI Jakarta. Di 

samping itu, kekurangan pembayaran upah/gaji yang diterima setiap 

bulan selama Pemohon dan kawan-kawan bekerja di PT SPM dihitung 

oleh Pemohon berdasarkan upah/gaji yang ditetapkan dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta;  

9. Bahwa Pasal 91 UU Ketenagakerjaan menyatakan:  

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 

boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundanguandangan, 

kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib 

membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

10. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata memuat ketentuan tentang syaratsyarat 

sahnya suatu kesepakatan yaitu:  

(a) kata sepakat, 

(b) kecakapan,  

(c) hal tertentu,  

(d) sebab yang halal.  

Yang dimaksud sebab yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan 

UndangUndang atau norma-norma kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).  

Apabila suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bertentangan 

dengan Undang-Undang dan norma kesusilaan, maka kesepakatan 

tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada kesepakatan. 

Dengan demikian segala kesepakatan yang dibuat oleh PT SPM dengan 

Pemohon terkait upah/gaji dan bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan tersebut 

batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada kesepakatan. 

E. Konklusi. 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan:  

 

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo;  

3. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5076). 

F. Pendapat Mahkamah 

1. Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan 

Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan Pihak 

Terkait Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), keterangan saksi dan 

ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang 

diajukan oleh Pemohon, serta Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan 

Pemerintah, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk 

Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

a. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) 

UUD 1945]. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan tersebut akan terpenuhi apabila mendapat imbalan dan 
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perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 

28D ayat (2) UUD 1945];  

b. Bahwa konsiderans (Menimbang) huruf d UU Ketenagakerjaan 

menyatakan, “... perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 

untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan 

dunia usaha”;  

c. Bahwa Pemohon pada pokoknya menganggap Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan telah menghalang-halangi hak konstitusionalnya 

untuk melakukan tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan 

segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja karena adanya 

ketentuan kedaluwarsa yaitu penuntutan tersebut tidak dapat 

dilakukan setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

timbulnya hak;  

d. Bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan 

hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut 

kepentingan yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan 

publik, bahkan kepentingan negara, sehingga terdapat perbedaan 

yang tipis antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang 

mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh 

negara;  

e. Bahwa ketentuan kedaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak 

untuk menggunakan upaya hukum dan kehilangan hak untuk 

menggunakan upaya hukum. 

f. Bahwa contoh kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan 

upaya hukum adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu 

pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa 

dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak 

pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait 

kedaluwarsa dalam proses peradilan adalah untuk mengetahui 
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kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan amar putusan, atau di sisi 

lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara, kedaluwarsa 

merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan 

upaya hukum lanjutan;  

g. Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan 

upaya hukum, misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris 

hanya dapat dilepaskan apabila ada pernyataan positif dari si pemilik 

hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak dilakukannya 

pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang 

tidak memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang sama 

juga berlaku kepada hak milik terhadap benda. Di sinilah letak 

kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan 

hak maka hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang 

bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak 

tersebut;  

h. Bahwa hak Pemohon untuk menuntut pembayaran upah 

pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja adalah hak yang timbul karena Pemohon telah melakukan 

pengorbanan berupa adanya prestatie kerja sehingga hubungan 

antara hak tersebut dengan Pemohon adalah sebagai pemilik hak. 

Sama halnya perlakuannya dengan hak kepemilikan terhadap benda 

yang dalam perkara a quo, hak kebendaan tersebut berwujud 

pekerjaan yang sudah dilakukan sehingga memerlukan adanya 

perlindungan terhadap hak tersebut selama si pemilik hak tidak 

menyatakan melepaskan haknya tersebut;  

i. Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh 

tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh 

sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh 

karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus 

diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari 
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hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran 

yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi 

dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, 

baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 

UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945;  

2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 

berpendapat, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya.  

G. Petitum 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945.  

3. Menyatakan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan 

segala akibat hukumnya.  

4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap 

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan 

berlaku, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi dapat memberikan 

tafsir konstitusional sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja. 

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. 
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H. Amar Putusan 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  

a. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

b. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya.  

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, 

Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, 

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, 

bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 

sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan 

pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, 

selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil 

Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar 

Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta 

dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, 

terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda 

(dissenting opinion). 
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4. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion). 

Satu-satunya hakim konsitusi (MK) yang mengajukan pendapat berbeda 

atau dissenting opinion dalam permohonan judicial review UU 

Ketenagakerjaan yang diajukan satpam bernama Marten Boiliu adalah Hakim 

Anggota Hamdan Zoelva. Sementara delapan hakim lainnnya setuju bahwa 

pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 itu bertentangan dengan UUD 1945: 

1. Pokok permohonan Pemohon dalam permohonan a quo adalah hilangnya 

hak Pemohon untuk menuntut pembayaran uang pesangon, uang 

penghargaan dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 

163 ayat (2) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 

Ketenagakerjaan, karena adanya ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan 

yang membatasi hak untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh 

dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sampai dengan 

2 (dua) tahun setelah timbulnya hak;  

2. Menurut saya, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu 

(kedaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam 

sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. 

Dalam hukum perdata, misalnya diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan 

Pasal 1977 KUH Perdata, khusus mengenai perburuhan diatur dalam 

Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas 

kedaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau 

tukang. Dalam hukum pidana, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat 

(1) angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4, serta ayat (2) 

KUH Pidana, yaitu batas kedaluwarsa untuk menuntut pidana. Sampai 

batas kapan masa kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan, hal itu adalah 

kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk 

menentukannya, sepanjang tidak melampaui wewenang serta tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penentuan masa 

kedaluwarsa sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum baik bagi yang menuntut haknya maupun pihak yang akan 

dituntut memenuhi kewajibannya; 
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3. Menurut saya, hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja, 

tetapi juga melindungi baik pihak pengusaha maupun melindungi 

kepentingan keberlanjutan dunia usaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia 

usaha adalah tempat bagi pekerja/buruh untuk bekerja mencari nafkah 

bagi kelangsungan hidupnya. Terganggunya pertumbuhan dan 

perkembangan  dunia usaha atau matinya usaha juga akan mempengaruhi 

kondisi kehidupan pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan. 

Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan adalah jangka waktu yang wajar bahkan lebih dari 

cukup bagi pekerja/buruh untuk mengambil keputusan untuk menuntut 

pengusaha memenuhi pembayaran hak-haknya sebagai pekerja/buruh. 

Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya 

dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi 

pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya 

yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Tentu, tidak akan 

mengganggu jalannya perusahaan kalau hanya untuk satu dua kasus saja, 

tetapi jika menyangkut ribuan kasus, ketidakpastian adanya tuntutan hak 

pekerja/buruh pasti akan mengganggu jalannya perusahaan. Dengan tidak 

berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan 

Mahkamah dalam perkara a quo, akan menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan 

oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum;  

4. Pada sisi lain, saya pun dapat memahami ketidakadilan yang dialami 

Pemohon dalam kasus yang dihadapinya, yang disebabkan oleh 

keengganan pengusaha untuk memenuhi hak-hak Pemohon atas segala 

pembayaran yang timbul dari hubungan kerja dengan pengusaha dengan 

alasan lewatnya waktu untuk menuntut (kedaluwarsa). Dalam kasus yang 

dihadapi Pemohon, nampak jelas bahwa pengusaha memang tidak 

memiliki itikad baik untuk membayar hak-hak pekerja termasuk hak 

yang timbul terkait dengan pemutusan hubungan kerja, karena posisi 

Pemohon diambangkan oleh Pengusaha sampai batas waktu lebih dari 

dua tahun. Menurut saya, untuk memberikan kepastian hukum yang adil, 
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seharusnya Mahkamah tidak menyatakan ketentuan Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan karena hal itu 

akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam hukum 

ketenagakerjaan, sehingga tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya 

untuk memberikan keadilan dalam kasus seperti yang dihadapi Pemohon, 

Mahkamah hanya mengabulkan permohonan Pemohon dengan 

menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, yaitu 

bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidakdikecualikan bagi 

pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjanya karena itikad 

buruk. Dengan adanya persyaratan yang demikian, bagi pekerja yang 

mengajukan tuntutan hak setelah lewatnya masa kedaluwarsa 2 (dua) 

tahun tetap dibenarkan untuk menuntut sepanjang dibuktikan lewatnya 

waktu tersebut karena adanya itikad buruk dari pengusaha yang sengaja 

mengundur-undur waktu dan enggan membayar hak-hak pekerjanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan kajian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MKRI Nomor 100/PUU-

X/2012. 

Hukum sebagai pedoman berperilaku harus mencerminkan aspek  

keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta 

mendorong terciptanya keadilan, kepastian hukum, ketertiban disamping 

kesamaan kedudukan dalam hukum. Hal ini mengandung kewajiban bagi 

pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh secara adil dan 

proporsional sesuai asas keseimbangan. Sebagaimana hukum sebagai 

pengemban nilai keadilan maka putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 

mencerminkan nilai keadilan hukum atau keadilan substansi hal ini 

sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa 

upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan 

hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan 

perbuatan yang merugikan pemberi kerja tidak dapat hapus karena 

adanya lewat waktu tertentu, oleh karenanya apa yang telah diberikan 

oleh buruh sebagai prestatie harus dilindungi karena merupakan hak 

dasar pekerja/buruh. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni untuk melindungi 

dan mensejahterakan pekerja/buruh beserta keluarganya. 

Terhadap kepastian hukum atau keadilan prosedural maka putusan 

MKRI Nomor 100/PUU-X/2012 mengesampingkan nilai kepastian 

hukum sebab memberi batas waktu terhadap upaya penuntutan bukan 

berarti menghilangkan hak dasar pekerja/buruh mendapat upah dan 

segala pembayaran dalam hubungan kerja, tetapi justru memberi sebuah 

kepastian hukum kapan pekerja/buruh melakukan upaya penuntutan bila 

pengusaha/perusahaan tidak mempunyai itikad baik atau karena sesuatu 
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hal pekerja/buruh belum dapat menyelesaikan hal tersebut dengan 

demikian penentuan pengaruh waktu karena kedaluwarsa sangat 

diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi yang 

menuntut haknya maupun pihak yang akan dituntut memenuhi 

kewajibannya. Tidak adanya masa kedaluwarsa dalam mengajukan 

tuntutan khususnya dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan 

mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha/perusahaan 

sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga 

dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan, dengan tidak 

berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki adanya kepastian 

hukum. 

2. Akibat Hukum Putusan MKRI Nomor 100/PUU-X/2012. 

Pengaruh waktu karena lewat waktu (kedaluwarsa) adalah lazim 

dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata 

maupun dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hukum perdata 

diatur mengenai lewat waktu sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari 

Suatu Kewajiban yang diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 

1977 KUH Perdata. Dalam pasal Pasal 1968 dan Pasal 1969 diatur 

mengenai pengaruh waktu sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu 

kewajiban dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “lex specialist”, 

bilamana suatu hal tidak diatur dalam undang-undang tersebut maka 

norma-norma/ketentuan hukum lainnya khususnya hukum keperdataan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum atau 

penuntutan, dengan demikian walaupun Mahkamah Konstitusi telah 

membatalkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan maka para pihak yang berselisih atau berperkara dapat 

melakukan tindakan hukumnya dengan mendasarkan pada pasal-pasal 

dalam KUHPerdata atau BW sebagaimana misalnya pasal tentang 
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kedaluwarsa lewat waktu sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari 

suatu kewajiban yang diatur dalam Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 

KUH Perdata khususnya pasal Pasal 1968 dan Pasal 1969 yang mengatur 

mengenai pengaruh waktu sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu 

kewajiban dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan.  

B. Implikasi. 

Implikasi dari kesimpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 

yang menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebabkan ketidakpastian hukum yang 

berarti akan mengganggu kelangsungan dunia usaha yang akan 

merugikan kedua belah pihak baik pengusah/perusahaan dan 

pekerja/buruh yang pada akhirnya akan menggangu iklim usaha di 

Indonesia.Tidak adanya ketentuan daluwarsa dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjan akan membawa 

konsekuensi logis yang tidak diperhitungkan sebelumnya bagi 

pengusaha/perusahaan dan bagi pekerja/buruh apabila tidak ada itikad 

untuk menyelesaikan secara internal melalui bipartit sesegera mungkin 

atau apabila terjadi pembiaran penyelesaiaan dari para pihak yang 

berlangsung bertahun-tahun, karena keadaan seperti ini  dapat 

melemahkan daya penyelesaian bagi pengusaha/perusahaan dan dapat 

melemahkan daya penuntutan bagi pekerja/buruh baik pada tingkat 

penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, sampai ke tingkat 

pengadilan. Belum lagi putusan penyelesaiaannya didalam 

relasi/hubungan ketenagakerjaan baik selama maupun sesudahnya selalu 

bersifat eksekutorial dalam bentuk pembayaran sejumlah uang kepada 

pekerja/buruh. 

2. Judicial review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada 

antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh, tetap saja 

permasalahan mengenai ketenagakerjaan menjadi masalah klasik yang 

tak kunjung selesai sepanjang masa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang 
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sudah menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan tetap saja tidak menemui jalan keluar justru 

malah berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu ketidakpastian hukum 

dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan. 

3. Tujuan Utama daripada adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pekerja/buruh, namun 

apabila dikaji dan ditelaah lebih dalam sebenarnya norma-norma, asas-

asas, dan kaidah-kaidah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja/buruh, 

tetapi juga melindungi pihak pengusaha dalam hal ini untuk melindungi 

kepentingan keberlanjutan dunia usaha itu sendiri yang pada akhirnya 

juga untuk kepentingan pekerja/buruh lainnya. Perlindungan hukum bagi 

pihak pengusaha yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain (aspek hukum) : 

a. Upah tidak dibayar, jika pekerja tidak bekerja bukan atas kehendak 

pengusaha atau perusahaan (no pay, no work); 

b. Hak mutasi terhadap pekerja untuk kepentingan perusahaan; 

c. Hak mengatur, dan perintah untuk melakukan pekerjaan; 

d. Hak sanksi bagi pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran 

perjanjian kerja,  peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama; 

e. Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melakukan 

pelanggaran hukum; 

f. Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan ; 

g. dan lain perlindungan yang bersifat normatif. 

Sebagai contoh lain adanya ketentuan pasal 77 tentang waktu kerja, pasal 

154 tentang usia pensiun pekerja/buruh. Pengertian seperti ini perlu 

diperhatikan dan dipahami bagi siapa saja yang menekuni bidang hukum 

ketenagakerjaan. 
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C. Saran. 

1. Dalam ranah bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh, oleh 

sebab pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak mempunyai 

kekuatan yang mengikat lagi atau telah dibatalkan maka pengaturan 

tentang daluwarsa penuntutan seyogyanya dapat dimasukan ke dalam 

Peraturan Perusahaan (PP) yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan 

115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketangakerjaan dan 

atau ke dalam PKB (Perjanjina Kerja Bersama) sebagaimana diatur 

dalam pasal 116 sampai dengan pasal 133 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana mekanisme pembuatan 

PKB melibatkan pekerja/buruh dan melibatkan dinas ketenagakerjaan 

kabupaten/kota setempat, dengan demikian maka keadilan hukum dan 

kepastian hukum akan tetap terjaga dalam relasi/hubungan 

ketenagakerjaan. 

2. Dalam ranah peradilan hubungan industrial dari tingkat pertama dan 

tingkat kasasi hendaknya memperhatikan pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

mengamanatkan kepada hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam 

masyarakat juncto pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada 

pokoknya mengamanatkan  majelis hakim dalam mengambil keputusan 

mempertimbangkan hukum, perjanjian yanga ada, kebiasaan, dan 

keadilan. 

3. Dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan  peran Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial dari tingkat Bipartit, Tripartit/Mediasi, 

Konsiliasi, Arbritrasi, sampai ke tingkat peradilan sangat diperlukan dan 

diharapkan untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan mewujudkan penegakkan 

hukum materiil ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan/dan/atau 
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didasarkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila dan UUD 1945.  

4. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mendesak dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya sebab: 

a. Dinamika relasi/hubungan ketenagakerjaan di Indonesia sangat cepat 

berubah, berbagai permasalahan relasi/hubungan ketenagakerjaan 

belum terakomodir secara komprehensif dalam undang-undang 

ketenagakerjaan tersebut.  

b. Menghadapi tantangan bangsa di masa depan dengan berlaku MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) diperlukan pondasi hukum 

ketenagakerjaan dengan kontruksi hukum yang kuat untuk melindungi 

kepentingan pembangunan tenaga kerja Indonesia. 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 

sejak diundangkan sampai sekarang telah mengalami beberapa kali 

judicial review dan beberapa pasal telah dicabut yang berakibat 

adanya kekosongan hukum dalam relasi/hubungan ketenagakerjaan. 
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